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ABSTRAK 

 

Anak korban familial sexual abuse merupakan permasalahan kekerasan seksual 

yang sangat miris dari aspek fisik, psikologis, maupun agama. Anak korban 

familial sexual abuse dapat ditangani dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang 

berada di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang diatas, 

batasan penelitian ini yakni pertama, Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi 

sosial terhadap anak korban familial sexual abuse di DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif guna dapat 

menggambarkan pelayanan rehabilitasi sosial anak korban familial sexual abuse 

di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang peneliti 

lakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga metode yaitu: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini melakukan wawancara 

terstruktur yang terdiri dari pekerja sosial, ahli hukum, psikolog, 2 (dua) anak 

korban penerima layanan, dan orangtua korban. Hasil penelitian pelayanan 

rehabilitasi sosial terhadap anak korban familial sexual abuse yang diberikan oleh 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah meliputi: Pelayanan dalam bentuk pengaduan 

atau pelaporan, pelayanan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan, pelayanan dalam 

bentuk rehabilitasi sosial, pelayanan dalam bentuk bantuan hukum, pelayanan 

dalam bentuk bantuan pemulangan dan re-integrasi sosial. Hasil dalam proses 

rehabilitasi sosial yang dilakukan yakni, dapat memulihan rasa trauma serta takut 

pada anak korban, memberikan tempat aman sementara untuk anak korban, 

mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan bantuan pemulangan dan mediasi. 
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ABSTRACT 

 

Children who are victims of familial sexual abuse are one of the problems of 

sexual violence which is very sad from physical, psychological and religious 

aspects. Children who are victims of familial sexual abuse can be treated with 

social rehabilitation services At DP3AP2KB Provence Jawa Tengah. Based on 

the background above, the limitations of this research are first, what are the 

social rehabilitation services for children who are victims of familial sexual abuse 

At DP3AP2KB Provence Jawa Tengah. In this, researchers applied qualitative 

descriptive methods to provide an overview of social rehabilitation services for 

children who are victims of familial sexual abuse at DP3AP2KB Provence Jawa 

Tengah.  The data collection techniques that researchers carried out in this 

research used three methods, namely: observation, interviews, and 

documentation. In this study, researchers conducted in-depth interviews 

consisting of social workers, legal experts, psychologists, 2 (two) former victims, 

and the victims parents. The research results are as follows: first, social 

rehabilitation services for child victims of familial sexual abuse provided by 

DP3AP2KB Provence Jawa Tengah. includes: Services in the form of complaints 

or reports, services in the form of health examinations, services in the form of 

social rehabilitation, services in the form of legal aid, services in the form of 

assistance for repatriation and social reintegration. The results of the social 

rehabilitation process carried out are, being able to recover from feelings of 

trauma and fear in child victims, providing a temporary safe place for child 

victims, getting legal assistance, getting help and mediation. 

 

 

 

 

Keywords: Social Rehabilitation, Child Victims, Familial Sexual Abuse 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Peran keluarga dalam keberlangsungan hidup di lingkungan 

masyarakat sangat besar. Pada faktanya, tempat interaksi yang pertama 

bagi seorang anak yaitu dengan kedua orangtua serta kerabat dekat yang 

tinggal berdampingan. Lingkungan yang merupakan unit sosial tersebut 

anak dapat mengenali dunia serta pola pergaulan hidup yang berlangsung 

dalam kehidupan sehari-hari dalam proses sosialisasi dan belajar, sehingga 

dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Hal tersebut, 

beriringan dengan cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional untuk 

memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bagi anak.  

Kasus kekerasan masih terjadi pada anak di lingkungan berkedok 

keluarga, tetangga, bahkan dari figur guru yang berada di sekolah. Sampai 

saat ini,  konflik tersebut menjadi sorotan dari berbagai sektor. Keberadaan 

anak menjadi suatu anugerah dari Tuhan sebagai titipan yang harus didik 

dan dibesarkan sebagaimana perintah-Nya. Agama Islam memandang 

bahwa, dalam suatu keluarga yang memiliki anak merupakan sebuah 

makhluk mulia, anugerah, dan amanah yang berharga bagi keluarga dari 

kehendak Tuhan-Nya dengan melalui tahap terciptanya makhluk hidup.1 

Berdasarkan hal tersebut telah dipaparkan dalam Al-qur’an surah An-nur 

ayat 30 – 31 :2 

مْ وَيَ  هِّ رِّ نْ أبَْصََٰ وا۟ مِّ نِّينَ يغَضُُّ لْمُؤْمِّ لِّكَ أزَْكَىَٰ قلُ ل ِّ
حْفظَُوا۟ فرُُوجَهُمْ ۚ ذََٰ

َ خَبِّير ٌۢ بِّمَا يصَْنعَوُنَ لهَُمْ ۗ   إِّنَّ ٱللََّّ

ينَتهَُنَّ  ينَ زِّ نَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََ يبُْدِّ هِّ رِّ نْ أبَْصََٰ تِّ يَغْضُضْنَ مِّ نََٰ لْمُؤْمِّ وَقلُ ل ِّ

نَّ  هِّ بْنَ بِّخُمُرِّ نْهَا ۖ وَلْيَضْرِّ ينَتهَُنَّ إِّلََّ إِّلََّ مَا ظَهَرَ مِّ ينَ زِّ نَّ ۖ وَلََ يبُْدِّ  عَلىََٰ جُيوُبِّهِّ

                                                           
1 Siti Solechah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak”. Journal of UINFAS 
2 Q.S An-Nur/24 : 30-31 



2 

 

 

نَّ أوَْ  نَّ أوَْ أبَْنَاءِّٓ بعُوُلَتِّهِّ نَّ أوَْ أبَْنَائِّٓهِّ نَّ أوَْ ءَابَاءِّٓ بعُوُلتَِّهِّ نَّ أوَْ ءَابَائِّٓهِّ لِّبعُوُلَتِّهِّ

نَّ أوَْ  تِّهِّ نَّ أوَْ بَنِّىٓ أخََوََٰ نِّهِّ نَّ أوَْ بَنِّىٓ إِّخْوََٰ نِّهِّ نهُُنَّ أوَِّ إِّخْوََٰ نَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمََٰ  نِّسَائِّٓهِّ

تِّ  ينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلىََٰ عَوْرََٰ فْلِّ ٱلَّذِّ جَالِّ أوَِّ ٱلط ِّ نَ ٱلر ِّ رْبَةِّ مِّ ينَ غَيْرِّ أوُ۟لِّى ٱلِّْْ بِّعِّ
ٱلتََّٰ

نَّ  ينَتِّهِّ ن زِّ نَّ لِّيعُْلَمَ مَا يخُْفِّينَ مِّ بْنَ بِّأرَْجُلِّهِّ ِّ ٱلن ِّسَاءِّٓ ۖ وَلََ يَضْرِّ  ۚ وَتوُبوُٓا۟ إِّلىَ ٱللََّّ

نوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِّحُونَ  يعاً أيَُّهَ ٱلْمُؤْمِّ  جَمِّ

Ayat Al-qur’an tersebut memiliki makna, seruan untuk  wanita 

yang beriman untuk dapat menahan pandangan, kemaluan, serta tidak 

memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang sudah terbiasa nampak 

darinya. Wanita diharapkan dapat menjulurkan kain kerudung ke dadanya, 

serta tidak diperkenankan untuk menunjukkan aurat yang dimilikinya 

kecuali suaminya, ayah kandungnya, mertuanya, anak laki-laki, saudara 

laki-laki serta perempuan islam yang tidak memiliki hasrat terhadap 

perempuan maupun anak yang masih belum paham mengenai auratnya. 

Lalu, jangan mencabu kaki untuk menutup kehormatannya yang 

dikenakannya peringatan untuk berserah diri kepada Allah SWT, 

diperuntukkan bagi orang yang beriman agar mendapatkan keuntungan. 

UNICEF dalam laporan Situasi Anak di Indonesia Tahun 2023, 

menyatakan bahwa seluruh di Indonesia merupakan investasi berharga 

bagi bangsa, mereka berhak menentukan masa depan yang seperti apa 

untuk mensiasati konflik serta tantangan yang dihadapi dalam 

mengoptimalkan hak anak, yang tercantum dalam Konverensi Perserikatan 

Bangsa Bangsa serta telah dicanangkan juga dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 sampai 2024 mengenai upaya 

dalam penurunan kekerasan terhadap anak.3   

                                                           
3 Unicef Indonesia. Perlindungan Anak. Retrieved from Unicef.org. Accessed October 25, 

2023.  
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Dilansir dalam laman berita detik.com bahwa Menteri Sosial 

memberikan arahan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan 

terhadap anak. 4  Arahan menjadi landasan sekaligus strategi kebijakan 

pengarustumaan gender kebijakan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

pembangunan. Isu anak sampai saat ini masih eksis yang akan memiliki 

dampak dalam keberlangsungan masa depan Negara. Dengan melewati 

proses yang benar dan tepat, dapat menjadikan kesejahteraan Indonesia 

yang merasta. Dipertegas dengan tujuan adanya Sustainable Development 

Goals (SDGs) yang mendeklarisakan bahwa anak sebagai agen perubahan 

(agent of change) serta penerus (torch-bearen) pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia.5 

Faktanya masih saja terjadi kekerasan pada anak yang dapat dilihat 

dari tayangan stasiun televisi, media masa, maupun jejak digital lainnya 

yang menayangkan informasi secara terbuka pada program news anchor, 

meliputi kasus kekerasan seksual serta kasus sodomi yang terjadi dalam 

lingkup keluarga terdekat korban. Sejauh ini, realitas menunjukkan 

kedudukan seorang anak tidak hanya diposisikan sebagai objek dari 

seksualitas. Saat ini mulai memasuki sebagai subjek dari seksualitas itu 

sendiri yang perlu adanya kerjasama yang melibatkan keluarga dalam 

mendidik tanpa menggunakan kekerasan di lingkungan sekitar. Dengan 

menyeleksi tontonan serta bacaan di media sosial maupun televisi dengan 

melakukan perlindungan yang diselimuti cinta guna sang anak tidak lagi 

menjadi anak yang suka melakukan kekerasan lainnya. Berbagai jenis-

jenis kekerasan pada anak tersebut berupa sexual violence secara verbal, 

fisik, mental.6  

Menurut survei Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kriminal 

hingga sexual abuse terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah dari bulan 

                                                           
4 Detik Jawa Tengah. Mensos Soroti Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di Batang. 

Retrieved from detik.com. Accessed October 25, 2023. 
5 Unicef Indonesia. ‘Perlindungan Anak’. Accessed October 27, 2023. 
6 Huraerah, A. Kekerasan Terhadap Anak edisi ketiga. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012) 
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Januari sampai bulan September tahun 2023 mencapai 2.137 kasus.7 Kasus 

tersebut salah satunya berupa familial sexual abuse yang mendominasi 

terjadi pada Anak perempuan di lingkungan keluarga maupun tempat 

tinggal. Dapat dikalkulasikan, sebanyak 1.891 anak perempuan yang 

mengalami kekerasan seksual. 8  Dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa 

Tengah, mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

Dari jumlah tersebut 1.270 adalah anak-anak berusia 5-17 tahun yang 

terdiri dari 85% perempuan. Sedangkan pelaku kekerasan seksual, 100% 

kenal baik dengan korban serta jarak tempuh tempat tinggal yang dekat 

dengan korban sekitar rumah maupun sekitar sekolah. Sementara, untuk 

pelaku persentase terbesar merupakan teman dekat atau kekasih sebesar 

29 % dan orangtua atau guru sebesar 21%. 9  Itu menunjukkan bahwa, 

fenomena familial sexual abuse seperti gunung es yang semakin lama 

semakin mencair keberadaannya. 

Presentase terbesar lebih dari 70% pelaku adalah orang terdekat 

korban atau familial sexual abuse. Familial sexual abuse  adalah  

kekerasan berbasis gender atau seksual yang mana baik korban maupun 

pelaku memiliki kedekatan hubungan yang sedarah atau bisa disebut 

dengan incest. Pelaku tersebut masih dalam lingkup terdekat korban 10 

seperti ayah sambung, kekasihnya, bahkan orang terpercaya untuk 

mengasuh anak tersebut. Sexual abuse dapat terjadi pada siapapun, 

kapanpun, dan dimanapun karena tidak ada peringatan khusus serta sexual 

abuse dilakukan dalam keadaan yang memaksa. 

Secara general, korban kekerasan seksual pada anak mengalami 

keadaan dibawah tekanan psikologis seperti  rasa takut, malu, bahkan 

                                                           
7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘Simfoni PPA’ Website 

Data Kekerasan Seksual. Retrieved from kemenpppa.go.id. Accessed October 10. 2023. 
8 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘Simfoni PPA’ Website 

Data Kekerasan Seksual. Retrieved from kemenpppa.go.id. Accessed October 10. 2023. 
9  Retno Dewi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 18 mei 2023. 
10 Shabrina, W., & Fithria. Indikator Keluarga Sehat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas 

Keperawatan, 2(3), 2017. 
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sampai pada tahap ingin bunuh diri.11 karena tidak mampu bangkit dari 

tekanan psikologis yang dialamainya. Penyembuhan trauma pada anak 

perlu memakan waktu cukup lama, terlebih jika anak menjadi semakin 

merasa terpuruk. Sehingga, ketika sudah beranjak dewasa Anak dapat 

melampiaskan amarah yang dahulu pernah dirasakanya. Karena mulai dari 

aspek fisik sampai psikisnya, dalam keadaan yang penuh tekanan saat 

menghadapi kekerasan yang menimpanya.12  Dampak pada anak korban 

kekerasan seksual yang ditimbulkan bergantung dengan peningkatan 

sexual abuse yang menimpanya. Anak yang terus mendapatkan perlakuan 

seperti itu, maka akan besar kemungkinan mengalami trauma yang amat 

besar. Hingga, tidak jarang akan menyita waktu yang sangat lama untuk 

memperbaiki kesehatan mentalnya agar berfungsi seperti semula.13 

Dalam Undang-Undang pada No. 52 Tahun 2009 memberikan 

point penting bahwa perlu adanya proses rekonstruksi seutuhnya terhadap 

Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di Provinsi Jawa Tengah.14 

Salah satunya adalah dalam memberikan pelayanan serta jaminan 

perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Terciptanya Undang-

Undang Nomor 35 thun 2014, serta sahnya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016 tentang 

bagaimana cara dalam melindungi seorang anak. Sehingga, harapannya 

konflik kekerasan anak dapat berkurang seiring terbentuknya peraturan 

hukum yang ada serta munculnya instansi maupun lembaga perlindungan 

                                                           
11 Andhika et al, The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My 

Name Is Lucy Barton impact children ’ s behaviour. 111-116 
12  Dyah. Disfungsi Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa 

Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga, 

2020. 
13  Dyah. Disfungsi Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa 

Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga, 

2020. 
14  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Proses Rekonstruksi. 

“Rekonstruksi merupakan proses penyusunan kembali kebijakan yang sudah ada.” 
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anak yang dapat menjalankan peran dan fungsi daripada Undang-Undang 

yang ada.15 

Empati yang diberikan Negara terhadap anak dalam 

penanggulangan konflik kekerasan anak sangat jelas. Selain itu, secara 

spesifik dalam  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Prlindungan Anak No. 1  Tahun 2010 memberikan point penting terkait 

dengan standar-standar yang dibutuhkan dalam pelayanan minimal di 

bidang pelayanan terpadu bagi anak korban sexual abuse. Dipaparkan 

bahwa dari pihak lembaga pemerintah daerah dalam hal ini DP3AP2KB 

memiliki tanggung jawab dalam memberikan wadah serta memberikan 

fasilitas dan layanan bagi anak korban kekerasan. 16  Dalam 

implementasinya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas peraturan 

serta berwenang dalam bantuan pemberian pelayanan bagi anak korban 

kekerasan seksual.17  

Pada pelaksanaannya, Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan 

lembaga yang bergerak dalam isu gender yakni DP3AP2KB memiliki 

peran penting guna membantu korban dalam memberikan pelayanan 

terkait dengan permasalahan kekerasan gender. 18  Peran lembaga yang 

sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pemulihan anak korban sexual 

abuse. Faktanya eksistensi layanan pendampingan untuk anak korban 

familial sexual abuse yang dilakukan masih belum  dapat menjangkau ke 

seluruh kalangan. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan 

DP3AP2KB sebagai instansi atau salah satu lembaga dalam pemerintah 

yang konsen dalam mendampingi korban kekerasan gender.  

                                                           
15  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016. 

Perlindungan Anak. 
16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 

2010. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Seksual. 
17 Peraturan\0 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 

2010. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Seksual 
18  Retno Dewi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 18 Mei 2023 
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Peran penting dalam mengimplementasikan perlindungan anak 

dapat dilakukan dengan melakukan sejumlah upaya mulai dari promotif, 

preventif, kuratif, sampai rehabilitasi. Diantaranya melalui pemberian 

edukasi, pendampingan dan pembelajaran terhadap isu-isu yang 

menyangkut perempuan dan anak. Salah satu pembangunannya yakni 

adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan asistensi yang 

dipertegas dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 16 pada Tahun 2019 

mengenai standar-standar bertaraf nasional yang diberlakukan dalam 

penanganan pelayanan Rehabilitasi Sosial. 19  Program asistensi dalam 

Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2021 menjelaskan mengenai 

asistensi terhadap proses pelayanan rehabilitasi dalam lingkup sosial.20  

Asistensi Rehabilitasi dapat didefinisikan dengan suatu pelayanan 

yang dimaksudkan untuk pelayanan rehabilitasi sosial yang memakai 

berbagai macam metode pendekatan yang memiliki basis kekeluargaan, 

organisasi dan komunitas, serta residensial yang melewati berbagai macam 

aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan 

tata cara hidup yang sesuai dan layak, perawatan sosial untuk anak, lalu 

perlu adanya support baik memulai dengan perlakuan keluarga, mencoba 

untuk melakukan terapi agar fisik tetap terjaga.21  

Salah satu permasalahan yang harus dilakukan rehabilitasi sosial 

yakni kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual bagi anak, karena 

masalah tersebut menjadi konflik yang dapat melanggar norma yang 

berlaku, bahkan dapat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup 

masyarakat. Kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual familial 

abuse konflik yang sangat menyimpang bahkan dengan agama sekalipun. 

Konflik tersebut dapat dilaksanakan menggunakan cara-cara yang 

mengandung unsur kasar, keras, serta melalui paksaan sebelum menjadi 

                                                           
19 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16, Standar Nasional Rehabilitasi 

Sosial.12 
20  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Asistensi 

Rehabilitasi Sosial.12 
21 Haerunisa. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa). 

Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 25–30, 2015. 
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ikatan yang sah secara negara maupun agama. Tentunya, hal tersebut 

bertolak belakang dengan syariat serta ketentuan yang diajarkan oleh 

seluruh agama, salah satunya dalam agama Islam. 22  Faktanya, sexual 

abuse dapat memberikan dampak yang negatif bagi sanksi di lingkungan 

sosial maupun juga secara sanksi agama.  

Anak yang dinobatkan sebagai korban familial sexual abuse sangat 

membutuhkan bantuan serta uluran tangan pelayanan dampingan berupa 

rehabilitasi guna membantu dalam mengembalikan keberfungsian peran 

anak dan keluarga dalam lingkungan sekitar serta menghilangkan stigma 

buruk dari berbagai tekanan yang menimpanya. Dalam kaitannya, 

DP3AP2KB berdiri sebagai lembaga instansi pemerintah yang 

memberikan pelayanan serta dampingan dalam keberlangsungan 

pelayanan rehabilitasi bagi anak yang mengalami perlakuan kekerasan 

seksual di lingkungannya atau familial sexual abuse. Selain itu, 

DP3AP2KB turut berkontribusi dengan aksi nyata serta turut berperan 

aktif dengan memberikan edukasi sekaligus mengkampanyekan kepada 

masyarakat luas dalam pencegahan serta perlindungan terhadap anak agar 

korban sexual abuse dapat terhindar dari perlakuan yang menimpanya.23  

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti akan melakukan analisis 

terkait asistensi rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga instansi 

pemerintah yakni DP3AP2KB. Dengan tersusunnya skripsi ini dapat 

memberikan pemikiran serta gambaran terhadap permasalahan khususnya 

anak korban familial sexual abuse dan umumnya sejenis sexual abuse 

yang semakin miris dalam kehidupan. Tindakan kekerasan seksual dapat 

menyimpang terhadap aturan-aturan serta norma dalam diri seseorang 

terlebih dalam satu lingkaran kehidupan dengan anak korban. Kekerasan 

seksual pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar maupun disebut 

dengan familial sexual abuse konflik tersebut semakin meningkat serta 

                                                           
22 Haerunisa. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Psaa). 

Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 25–30, 2015. 
23 Data Indonesia. Anak Korban Kekerasan Seksual Terbanyak di Jawa Tengah. Retrieved 

from dataidonesia.com. Accessed October 17, 2023. 
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anak korban kekerasan seksual yang enggan untuk melapor setiap 

tahunnya di Provinsi Jawa Tengah. Dari pemaparan latar belakang di atas, 

maka penelaah akan mengkaji lebih dalam mengenai “Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Familial Sexual Abuse Di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa 

Tengah”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Guna menghindari terjadinya persepsi pemahaman maupun variasi yang 

beragam dalam mengintrepretasikannya, peneliti akan memaparkan berbagai 

macam istilah maupun point of view yang penelaah gunakan dalam judul 

skripsi penelitian, penegasan istilah ini diantaranya : 

1. Asistensi merupakan upaya dalam membantu meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan. 24  Tujuan Asistensi disini adalah untuk mengetahui 

penanganan kebijakan yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi 

Jawa Tengah serta membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

bagi peneliti mengenai penanganan pelayanan sosial. Pada penelitian ini, 

asistensi yang dimaksud yaitu tindakan maupun upaya untuk dapat 

menyelesaikan suatu persoalan kekerasan seksual  pada anak dalam 

lingkungan masyarakat.  

2. Rehabilitasi Sosial merupakan suatu aktivitas yang menitikberatkan pada 

penanganan serta pelayanan permasalahan yang hadir dalam diri seseorang, 

yang meliputi pemenuhan hak maupun kewajiban sebagai manusia. 25 

Pelayanan sosial ini lebih ditujukkan kepada Anak korban Familial Sexual 

Abuse. Secara singkat, rehabilitasi sosial disini sebagai suatu gerakan 

dalam mengetaskan, mengerahkan, serta membantu dalam  

                                                           
24 Astutik, Rehabilitasi sosial 3. UIN Sunan Ampel Press, 5–11. 
25 Siti, Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja 

(Psbr). 29. 
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mendistribusikan  pekerja sosial atau pendamping kepada anak korban 

yang memiliki permasalahan dalam kekerasan seksual.26  

3. Anak korban yang dimaksudkan disini ialah anak-anak yang berusia 0-18 

tahun yang menjadi korban dalam kekerasan maupun pelecehan seksual 

dari lingkungan keluarga, pondok pesantren, maupun lingkungan sekitar 

tempat tinggal dengan melaporkan atau mengadu kepada DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah. 

4. Familial Sexual Abuse 

Familial Sexual Abuse atau kekerasan seksual secara paksa dilaksanakan 

oleh pelaku yang memiliki kedekatan dalam hubungan keluaga atau 

kerabat yang memiliki peran yang sama sebagai orang tua, seperti : ayah 

sambung, kekasihnya, guru, atau dosen maupun seseorang yang diberikan 

kepercayaan dalam mengasuh serta mengasihi anak tersebut. Dapat 

dikatakan juga memiliki kedekatan secara batin bahkan emosional.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah serta penegasan 

istilah-istilah, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni : Bagaimana 

proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban familial sexual abuse 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban familial 

sexual abuse di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran serta memberikan gambaran rehabilitasi khususnya bagi 

                                                           
26 Astutik, Rehabilitasi sosial 3. UIN Sunan Ampel Press, 5–11.  
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pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora pada mata kuliah kebijakan 

sosial dan Layanan sosial lanjut usia, anak, dan keluarga Program Studi 

Pengembangan Masyarakat Islam.  

2. Manfaat  Praktis 

Dari segi praktis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan 

keberamanfaatan bagi : 

a. Anak Korban Familial Sexual Abuse 

Penelitian ini menjadi pedoman yang mampu mengubah cara 

pandang untuk melaporkan kasus permsalahannya, serta sebagai 

dorongan bagi anak korban familial sexual abuse dalam menjalankan 

fungsi sosial yang diberikan. 

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta evaluasi bagi 

instansi pemerintah terkait, khususnya pada bidang rehabilitasi Sosial 

Anak.  

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bisa memberikan penjabaran serta menjawab 

permasalahan anak korban familial sexual abuse dan menjadi rujukkan 

bagi peneliti kedepannya, serta bisa dipergunakan sebagai referensi 

dalam bidang penelitian yang sama. 

d. Bagi Masyarakaat Umum 

Penelitian ini, dapat memberikan informasi serta acuan 

preventif, promotif, serta rehabilitatif guna dapat menanggulangi 

kekerasan seksual bagi anak dalam bermasyarakat. 
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F. Kajian Pustaka 

Hasil penelitian, Kellyana Irawati menyatakan bahwa anak yang 

terkena kekerasan sebaiknya memang harus melewati proses intervensi 

melalui kebijakan pemerintah sebelum memahami rehabilitasi sosial anak. 

Intervensi dalam artiannya ialah salah satu alat yang bisa digunakan disaat 

pelaksanaan observasi saat dimulai paling awal yang dilaksanakan oleh 

masing-masing dari pekerja dalam lingkup sosial sebelum pekerja tersebut 

memberikan keputusan untuk melakukan intervensi sosial terhadap korban 

Hasil penelitian, Nur Faizah menyatakan adanya pengaruh signifikan 

dari dukungan sosial berupa dukungan pengharapan, bantuan nyata, dukungan 

emosional, serta dukungan informasional. Fogiveness berupa motivasi 

menghindar, motivasi dendam, serta motivasi kebajikan terhadap kekerasan 

seksual khususnya pada Remaja.27  

Hasil penelitian, Siti Nafisah menyatakan penanganan korban 

kekerasan seksual. Hasil dari penelitian tersebut menganalisis terkait 

penanganan perempuan korban kekerasan seksual, meliputi konseling, 

pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, 

menyediakan rumah aman atau shelter, melakukan penguatan ekonomi, dan 

mesosialisasikan hak-hak perempuan.28 

Hasil penelitian, Erieska Gita Lestari, menyatakan pentingnya peran 

orang tua didalam meminimalisir serta mencegah kenakalan remaja, orang tua 

di haruskan untuk memberi arahan. Dapat disimpulkan bahwasanya keadaan 

keluarga yang baik dan harmonis dapat menjamin keberlangsungan remaja. 

Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan olen penelaah yakni 

berkaitan dengan peran serta fungsi dalam keluarga. Sedangkan, memiliki 

perbedaan pada sasaran dan lokasi penelitian.29 

 

                                                           
27 Nur Faizah, “Pengaruh Dukungan Sosial Dan Forgiveness Terhadap Kekerasan Seksual 

Pada Remaja.” (Tazkiya: Journal of Psychology, 2019) 
28 Nafisah, S. Penanganan Perempuan Korban Kekeranan Seksual Di Ppt Seruni Kota 

Semarang. (Sawwa: Jurnal Studi Gender, 2016) 
29 Erieska et al, “Peran Keluarga Di dalam Meminimalisir serta Mencegah Kenakalan 

Remaja”. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ialah sebuah alur pada proses menelaah yang 

bertujuan untuk mempermudah penelaah dalam memberikan pemahaman dari 

yang ditulis saat melakukan analisa serta memberikan kemudahan kepada 

pembaca dalam memberikan gambaran maupun pemahaman pada penelitian 

yang akan saya teliti. Berikut saya paparkan sistematika terhadap penulisan 

sampai 5 (lima) bab, diantaranya : 

Bab I. Pendahuluan, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas 

latar belakang permasalahan, penegasan pada istilah, perumusan pada 

masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, serta 

sistematika penulisan.  

Bab II. Landasan Teori, dalam penelitian ini terdiri atas kerangka teori yakni 

berisikan mengenai hak-hak anak, kewajiban anak, rehabilitasi sosial, 

perundang-undangan, psikososial. 

Bab III. Metode Penelitian, pada penelitian kali ini berisikan perihal jenis 

penelitan, lokasi penelitan, subjek maupun objek penelitian, sumber 

data-data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data.  

Bab IV. Hasil Penelitian, dalam penelitian ini berisi mengenai mekanisme 

pelaporan, proses rehabilitasi, dan hasil yang dilakukan oleh lembaga 

instansi pemerintah terkait terhadap anak korban familial sexual abuse 

di DP3AP2KB Jawa Tengah. 

Bab V. Penutup, pada penelitian kali ini berisikan : kesimpulan, saran, dan 

penutup.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Rehabilitasi Sosial 

1. Gambaran Rehabilitasi Sosial 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengemukakan 

bahwasanya dalam membangun sebuah trust ataupun tingkatan rasa 

percaya terhadap masyarakat didasari dari layanan yang diberikan oleh 

publik dimana hal tersebut diperlukannya sebuah mentoring ataupun 

pendampingan secara berkelanjutan.30 Hal tersebut, sejalan dengan definisi 

rehabilitasi sosial. Harapannya, hal tersebut dilaksanakan agar dari pihak 

masyarakat yang mendapatkan layanan-layanan yang diberikan dapat 

mendapati sebuah perkembangan didalam berkehidupan terutama didalam 

suatu lingkungan bermasyarakat.  

Rehabilitasi sosial merupakan runtutan yang bertahap berupa 

aktivitas-aktivitas yang dibungkus sebagai salah satu prosesi dari layanan 

yang difasilitasi oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan 

baik hal tersebut secara individu ataupun dilakukan secara berkelompok 

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan juga rutin. Rehabilitasi juga 

dapat dikatakan sebagai aktivitas yang dilaksanakan dengan berkolaborasi 

melibatkan banyak orang, karena memiliki tujuan yang sama dilakukan 

dengan cara kolektif secara perorangan.31  

Konsep rehabilitasi sosial secara umumnya ingin memberikan 

pendampingan yang terbaik untuk individu maupun kelompok yang rentan. 

Rehabilitasi sosial memiliki tujuan supaya dari masing-masing individu 

maupun kelompok yang bisa dijadikan sebagai korban dari masalah-

masalah sosial yang terjadi bisa untuk mengoperasikan dan juga menjalani 

kehidupan kembali dengan sesuai dan baik. Suharto berpendapat 

                                                           
30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik. 
31 Siti, Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja 

(Psbr). 



 

 

bahwasanya dengan kesejahteraan dapat memberikan sebuah perlindungan 

sosial.32  

Rehabilitasi sosial juga merupakan salah satu usaha maupun cara 

untuk dapat memfasilitasi jaminan keberfungsian secara keseluruhan 

terhadap himpunan-himpunan sosial yang berada didalam masyarakat 

organiasi maupun beberapa komunitas yang memang memiliki tujuan 

utama didalam pergerakan sosial. Layanan rehabilitasi sosial yang 

diberikan tidak dapat beroperasi dengan sesuai apabila dari berbagai 

lapisan masyarakat tidak memiliki perasaan untuk ikut serta didalam 

melakukan partisipasi didalam kegiatan tersebut. Bagaimanapun juga 

keseluruhan lapisan masyarakat merupakan salah satu bagian-bagian yang 

utma didalam terciptanya tatanan kehidupan yang baik, damai dan juga 

sejahtera didalam lingkup masyarakat.  

a. Proses Rehabilitasi 

Proses Rehabilitasi sosial memiliki fungsi guna memberikan 

pemulihan serta memperbaiki peran serta fungsi sosialnya agar dapat 

berdaya sebagaimana semestinya. Walter A. Friedlander berpendapat 

bahwapelayanan sosial dirancang secara terorganisir guna menciptakan 

kesejahteraan sosial dalam masyarakat sejalan dengan perilaku 

kehidupan manusia.33  Pada praktiknya, dalam melakukan pelayanan 

rehabilitasi sosial di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) proses, 

proses-proses tersebut diantaranya : 

1) Assesment 

Assesment yaitu sebuah aktivitas yang dilaksanakan didalam 

praktek layanansosial, assesment tersebut mempunyai berbagai 

macam kondisi yang sangat amat penting dimana hal tersebut 

sebelum dari masing-masing pekerja memfasilitasi layanan-

layanan sosial terhadap masing-masing individu dalam ataupun 

kelompok. Assessment tersebut dapat dilaksanakan melalui bebagai 

                                                           
32 Astutik, Rehabilitasi sosial 3. UIN Sunan Ampel Press, 5–11. 
33 Walter A. Friedlander, Proses Pelayanan Reabilitasi Sosial. 



 

 

macam tahapan-tahapan serta proses pengelolaan sumber data yang 

dapat memberikan berbagai macam informasi apabila ingin 

menciptakan suatu kebijakan atau keputusan dari masing-masing 

dari masalah yang timbul dan terjadi. Pekerja sosial atau 

pendamping akan mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan. 

Assessment dilaksanakan daripada masing-masing pekerja ataupun 

pendamping sosial supaya masing-masing pekerja dapat menyusun 

serta memformulasikan sebuah metode intervensi yang memang 

memiliki kondisi terbaik dimana hal tersebut memiliki kesesuaian 

terhadap keperluan dari masing-masing individu.34 

2) Intervensi 

Intervensi yaitu salah satu tahapan yang dilaksanakan 

terhadap para pekerja-pekerja ataupun pendamping sosial agar 

dapat melaksanakan sesuatu hal yang mengacu terhadap perubahan 

yang sebelumnya sudah tersusun dengan seksama terutama 

terhadap masyarakat tertentu yang membutuhkan. 35  Tujuan 

diadakan intervensi yaitu agar dapat memberikan bantuan terhadap 

masing-masing dari individu yang dapat menerima manfaat supaya 

bisa untuk melakukan fungsi serta peran sosialnya didalam 

bermasyarakat seperti semula. selain itu, intervensi dilakukan guna 

menumbuhkembangkan kemampuan serta pengetahuan dengan 

berfikir kreatif dalam menghadapi persoaan yang memiliki 

kesamaan dengan apa yang individu atau kelompok alami agar 

tidak terjadi kembali sebuah pengulangan. 

3) Evaluasi 

Evaluasi yaitu sebuah aktivitas-aktivitas dalam mereview 

ulang suatu project yang sudah dilakukan. Evaluasi dalam 

lingkungan sosial dilaksanakan setelah terlaksananya intervensi. 

Evaluasi bertujuan guna kepentingan dalam meninjau adanya suatu 

                                                           
34 Marillac et al, Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez. 
35 Marillac et al, Representation of Family Dysfunction in Melanie Martinez. 



 

 

perubahan yang terjadi oleh individu maupun kelompok, mulai dari 

perubahan positif sampai pada perubahan negative. Bagi pekerja 

sosial atau pendamping sosial pada tahap evaluasi ini dapat 

membantu untuk mengukur keberhasilan suatu perencanaan sosial 

yang telah dibuat dalam mengembalikan fungsi sosial individu atau 

kelompok tersebut. 

4) Terminasi 

Terminasi merupakan pemutusan hubungan individu ataupun 

kelompok rentan yang dinyatakan telah selesai mengikuti program 

rehabilitasi sosial. Selain itu, ditahap ini juga individu atau 

kelompok rentan telah menemukkan fungsi sosialnya kembali 

untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, 

individu atau kelompok yang rentan tetap dalam pengawasan dan 

pendampingan. Muhidin berpendapat, bahwasanya pelayanan 

rehabilitasi sosial dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelayanan 

rehabilitasi sosial secara general dapat diartikan dengan pelayanan 

sosial yang diharuskan untuk mencapai seluruh fungsi di berbagai 

sektor dalam kehidupan sehari-hari. 36  Kemudian, pelayanan 

rehabilitasi sosial dalam kehidupan sehari-hari bermakna sebagai 

pelayanan sosial dalam memberikan perlindungan terhadap 

individu maupun kelompok masyarakat yang rentan agar dapat 

terciptanya kesejahteraan sosial.   

Alfred J. Khan berpendapat, bahwasanya jenis-jenis daripada 

pelayanan sosial mempunyai 2 jenis, yaitu 37: 

a. Pelayanan rehabilitasi sosial yang terdapat kesulitan didalam 

menemukan identitas, hal tersebut dikarenakan layanan yang memiliki 

sifat komplek dan juga komprehensif, semacam layanan social yang 

diselenggarakan oleh pihak pemerintahan. 

                                                           
36 Muhidin, Pelayanan Rehabilitasi Sosial.  
37 Alfred, Jenis Pelayanan Sosial. “Pelayanan Sosial merupakan upaya yang diberikan 

oleh suatu individu maupun kelompok makhluk sosial.” 



 

 

b. Pelayanan rehabilitasi sosial yang mempunyai volume yang beraspek 

untuk dapat berkembang dengan cara mandiri serta memiliki kejelasan, 

seperti layanan sosial didalam sejahteraan keluarga maupun anak dan 

juga layanan sosial lainnya terhadap korban dari  PMKS lainnya. 

Oman Sukmana menggolongkan 13 (tiga belas) macam pelayanan 

rehabilitasi sosial yang diperlukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang rentan akan permasalahan sosial, diantaranya38: 

a. Public Assistance, yaitu masyarakat renta yang memperoleh pelayanan 

secara langsung. Pelayanan sosial ini biasanya diberikan dikarenakan 

berbagai macam faktor-faktor terkait hal kemiskinan, kemudian 

adanya pelayanan sosial yang difasilitasi untuk golongan lanjut usia, 

terdapat juga layanan yang diberikan terhadap masing-masing individu 

yang mengalami kendala disabilitas dan juga anak yang terdapat 

didalam panti asuhan. 

b. Social Insurance, pelayanan sosial ini difasilitasi terhadap berbagai 

macam lapisan masyarakat dari berbagai golongan terutama yang 

memiliki profesi sebagai karyawan buruh yang memang tidak dapat 

bekerja kembali ataupun sudah dikenakan pemutusan oleh 

perusahaannya dimana hal tersebut dikarenkan adanya faktor usia yang 

memang sudah masuk didalam kategori lansia, lalu terjadi kecelakaan 

saat bekerja dan juga buruh tersebut mengidap penyakit-penyakit 

tertentu. 

c. Family Service yaitu pelayanan sosial yang diberikan kepada keluarga 

yang membutuhkan penyuluhan ataupun sosialisasi yang dikemas 

melalui edukasi harapannya anggota didalam keluarga tersebut dapat 

mengatasinya dengan baik.39 Misalkan, dengan melakukan sosialisasi 

tentang efek samping narkotika. 

d. Child Welfare Service yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan ini 

memiliki ciri khusu dan spesial hal tersebut dikarenakan layanan ini 
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39 Andhika et al, The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My 

Name Is Lucy Barton impact children ’ s behaviour. 111-116 



 

 

diberikan untuk anak yang termasuk didalam golongan anak yang 

terkena golongan PMKS, semacam anak yang statusnya sudah yatim 

piatu, lalu anak yang memang terlantar lalu korban-korban dari 

penjualan manusia, anak yang menjadi korban kekerasn secara mental 

ataupun secara fisik dan juga anak-anak yang dijadikan bahan 

eksploitasi untuk dapat melaksanakan pekerjaa tertentu. 

e. Health and Medical Service yaitu pelayanan sosial yang biasanya 

diperuntukkan dalam memfasilitasi layanan-layanan kesehatan pada 

masyarakat marginal.40 Seperti halnya memfasilitasi layanan-layanan 

kesehatan ibu dan anak melalui posyandu, memfasilitasi layanan-

layanan cek kesehatan yang tidak berbayar bagi usia lanjut, layanan 

cek medis bagi masyarakat yang berada di desa, dan sebagainya. 

f. Mental Higiene Service yaitu layanan yang seringkali dipakai di 

Instansi baik Rumah Sakit Jiwa maupun layanan rehabilitasi yang 

melayani Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diperuntukkan 

bagi anak-anak bahkan sampai dewasa.41 

g. Corektinol Service yaitu layanan-layanan yang diberikannya fasiitas 

terhadap para pemuda yang memang memiliki potensi yang sangat 

tinggi terkait kerentananterhadap tindak kejahatan dan kriminalitas. 

Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari pemuda ialah tombak 

untuk kemajuan bangsa terutama bangsa indonesia, dan dari pihak 

pemerintah setempat memberikan fasilitas dan juga layanan yang 

memang sesuai dengan sarana serta prasarana agar dapat 

meminimalisir tindakan serta aktivitas yang termasuk kedalam 

kejahatan yang dilaksanakan dari pihak pemuda, layanan-layanan 

tersebut difasilitasi dengan media bimbingan dengan cara individu 

yang berisikan case work maupun mentoring ataupun bimbingan 

                                                           
40 Andhika et al, The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My 

Name Is Lucy Barton impact children ’ s behaviour. 111-116 
41 Andhika et al, The Impact Of Dysfunctional Family On Adult Child Portrayed In My 

Name Is Lucy Barton impact children ’ s behaviour. 111-116 



 

 

dengan metodse berkelompok ataupun social grup yang dialksanakan 

didalam lapas maupun rumah tahanan lembaga masyarakat . 

h. Youth Leure-Time Service yaitu pelayanan yang menyediakan fasilitas-

fasilitas bagi individu maupun kelompok Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), contohnya dalam menciptakan suatu 

aktivitas-aktivitas bagi generasi milenial, menciptakan rumah singgah 

bagi pemuda dan pemudi, dan sebagainya. 

i. Veteran's Service yaitu pelayanan yang diberikan untuk kesejahteraan 

veteran dengan melaksanakan sebuah pendampingan bagi individu 

maupun kelompok.42 

j. Employment Service, yaitu pelayanan  yang diberikan untuk individu 

atau kelompok di lingkungan sosial masyarakat yang berprofesi 

menjadi seorang buruh yang nantinya akan diberikan jaminan serta 

perlindungan ketika sedang bekerja. Misalkan dengan memberikan 

bantuan uang tunai maupun berbentuk lainnya. 

k.  Hausing Service yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi lokasi-

lokasi yang terbilang kotor dan kumuh, dan hal tersebut dilaksanakan 

melalui tahapan-tahapan dengan melaksanakan pembersihan terhadap 

lingkungan tertentu, menyalurkan bantuan serta pertolongan didalam 

lingkungan sekitarm dan juga bisa membangun dan juga melakukan 

renovasi kembali lokasi-lokasi yang kotor dan kumuh supaya dapat 

dijadikan lokasi yang lebih baik dan juga aman untuk lainnya. 

l. Community Walfare Service yaitu pelayanan yang dilaksanakan 

melalui komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada 

masyarakat di Indonesia. 43  Seperti halnya, dalam menciptakan 

komunitas memerlukan intervensi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat misalkan dengan cara open donasi untuk sosial, kesehatan, 

pendidikan serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. 
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m. International Service yaitu layanan secara internasional yang sudah 

disediakan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna 

diperuntukkan bagi seluruh penduduk di dunia. Layanan tersebut 

diberikan bagi anak-anak sampai dengan usia lanjut. 

 

B. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 pasal 23 terkait 

berlangsungnya proses pidana kekerasan seksual yang tidak bisa 

terselesaikan jika dilakukan dalam keadilan, terkecuali apabila pelaku 

kekerasan seksual meliputi :44 

1. Pembuktian dengan informasi pada media elektronik maupun dokumen 

pendukung  

2. Pembuktian saksi yaitu sesuai dengan hasil dalam pemeriksaan yang 

melibatkan para saksi serta korban pada penyidikan yang telah 

dilakukan melalui rekan jejak digital. 

3. Pembuktian surat keterangan yang telah dilakukan oleh psikolog atau 

dokter berupa pemeriksaan rekam medis, autopsi, serta adanya bukti 

mutasi pada rekening bank yang dimiliki. 

Pada Undang-Undang Nomr 12 Tahun 2022 Pasal 26 menjelaskan 

mengenai pendampingan korban dan saksi yang meliputi : 

1. Korban mendapatkan pendampingan dalam proses pelayanan rehabilitasi. 

2. Pendamping korban yaitu petugas layanan pengaduan, petugas layanan 

terpadu anak, tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, aparat hukum, serta 

lembaga layanan yang berbasis pada lingkungan masyarakat, serta 

pendamping lain. 

3. Pendamping yang akan mendamping korban kekerasan seksual dari  

lembaga terkait harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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a. Pendamping memiliki kompetensi yang baik mengenai pendampingan, 

pelayanan, serta penanganan untuk korban yang berorientasi pada hak-

hak yang dimiliki manusia dan Isu Gender.  

b. Pendamping berperan dalam penanganan Kekerasan Seksual bagi anak. 

4. Kemudian, yang dapat mendampingi korban mengutamakan yang 

memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban. Jika, korban berjenis 

kelamin perempuan maka pendampinya harus menyesuaikan. 

5. Di dalam pasal 39 juga dijelaskan mengenai pelaporan kekerasan seksual 

pada anak sebagai berikut : 

a. Seorang korban ataupun seseorang yang dapat melihat, mengetahui, 

serta menyaksikan langsung fenomena kasus Kekerasan Seksual maka 

hendak untuk melaporkannya pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 

maupun lembaga pelayanan sosial serta aparat penegak hukum, dan 

polisi.  

b. Seorang yang memiliki profesi sebagai tenaga medis, pekerja sosial, 

maupun aparat penegak hukum, dan polisi wajib untuk bekerja sama 

guna menjadi pendamping korban sexual abuse. 

6. Di dalam Pasal 40 juga disebutkan bahwa ketika korban melaporkan kasus 

sexual abuse di instansi yang bergerak dibidang pendampingan. Maka, 

pihak instansi tersebut diwajibkan untuk melakukan proses dampingan 

serta memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. 

7. Di dalam Pasal 41 dipaparkan bahwa  instansi maupun  lembaga yang 

bergerak di bidang pelayanan rehabilitasi diwajibkan untuk : 

a. Pertama, menerima laporan serta pengaduan korban kekerasan seksual 

di dalam ruangan khusus yang tertutup agar dapat memberikan jaminan 

keamanan serta untuk kerahasiaan pada korban. 

b. Kedua, pendamping wajib untuk menyelenggarakan penguatan baik 

psikis maupun mental korban, jika korban datang ke unit pelayanan 

terpadu dengan melaporkan kasus serta menyampaikan laporan kasus 

yang dialaminya. 



 

 

c. Ketiga, Pendamping pada instansi terkait diwajibkan untuk membuat 

laporan dari korban kekerasan seksual. 

d. Keempat, pendamping rehabilitasi maupun lembaga instansi terkait 

diwajibkan untuk melampirkan serta menyampaikan terkait dengan 

laporan maupun informasi selambat-lambatnya 3 x 24 jam dari korban 

melakukan pelaporan. 

e. Kelima, ketika korban melaporan kepada pendamping. Maka, 

pendamping harus menjamin terkaiy dengan kerahasiaan serta 

keamanan melalui aparat kepolisian. Setelah itu, aparat kepolisian 

wajib menerima Iaporan korban secara bijak. 

f. Keenam, laporan yang diterima oleh pendamping yang  akan 

melaksanakan proses pendampingan maupun pelayanan khusus pada 

korban sexual abuse. 

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 pasal 42 terkait dengan 

perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Diantaranya yakni : 

a. Melakukan pelaporan dalam kurun waktu paling lambat satu hari satu 

malam, sambil berjalannya pada saat pendamping maupun petugas 

mendapatkan pelaporan kasus sexual abuse, aparat polisi, serta 

lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan rasa aman serta 

pelindungan bagi korban.  

b. Perlindungan yang diberikan oleh petugas maupun pendamping 

didasarkan oleh surat perintah dalam menangani perlindungan untuk 

tenggat waktunya maksimal dalam kurun waktu selama 14 (empat 

belas) hari terhitung pada saat korban sedang ditangani langsung. 

c. Pendamping maupun petugas dalam membatasi gerak gerik pelaki 

maka dibutuhkan pendamping baik guna dapat menjauhkan korban dan 

dari walaupun dari jarak jauh dan waktu yang sangat relatif sulit 

ditebak tertentu terdapat batasan dalam hak dari pelaku. 

d. Pendamping maupun petugas melakukan pembatasan anatara 

kepentingan pribadi maupun kepentingan korban ketika melakukan 



 

 

pelayanan pendampingan. Hal tersebut tertuang, dalam surat perintah 

perlindungan. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 43 telah 

dijelaskan bahwa pemberian pendampingan perlindungan bagi korban 

kekerasan seksual disesuaikan dalam ketentuan-ketentuan maupun 

peraturan terkait undang-undang yang sudah ada sampai saat ini. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 48 

menjelaskan terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi korban kekerasan 

seksual, diantaranya : 

a. Jika saksi maupun korban kekerasan seksual tidak  dapat hadir dengan 

berbagai alasan seperti terganggunya kesehatan, lalu keamanan, 

ataupun tedapat alasan-alasan lain. Sehingga, tidak bisa menghadirkan 

diri guna melakukan pemeriksaan pada saat sidang berlangsung, maka 

bisa dilaksanakan menggunakan cara, sebagai berikut : 

1) Pertama, dengan membacakan berita acara terkait dengan 

pemeriksaan yang sudah ada. Sesuai dengan janji serta sumpah. 

2) Kedua, pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik. 

3) Ketiga, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung melalui 

indera jarak jauh dengan media alat komunikasi berupa audio 

visual. 

b. Keterangan yang diberikan oleh saksi maupun korban kekerasan 

seksual, harus memiliki informasi serta nilai yang sama di dalam 

persidangan pengadilan guna melakukan tahapan proses rehabilitasi. 

 

 

 



 

 

C. Landasan Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2020 Tentang Prosedur Rehabilitasi Anak Korban 

Kekerasan Seksual 

Prosedur berlangsungnya rehabilitasi Anak korban kekerasan 

seksual. Didalam bagian Keempat pasal 18 tertulis mengenai tata cara 

rehabilitasi Pasal 18 meliputi, sebagai berikut:45 

1. Menjelaskan tentang rehabilitasi yang harus diberikan kepada pelaku 

sexual violence atau kekerasan seksual berupa pelayanan rehabilitasi 

berupa pelayanan rehabilitasi pada sosial, dan pelayanan rehabilitasi 

dalam medik. 

2. Menjelaskan tentang pelayanan rehabilitasi terhadap Pelaku kekerasan 

seksual berupa pelayanan rehabilitasi yang dipaparkan dalam ayat satu 

(1) serta ayat dua (2) dilaksanakan sesuai kebijakan jaksa yang dapat 

telah terkoordinasi secara komprehensif serta berkesinambungan.   

BAB III pasal 2 menjelaskan mengenai prosedur terkait  penyampaian 

identitas pelaku, diantaranya : 

a. Penyampaian identitas seorang pelaku dilaksanakan dengan 2 (dua) 

cara : Pertama, Istansi pemerintah yang bergerak dibidang hukum 

dapat memberitahukan kepada jaksa maksimal 2 (dua) 

pekan pada hari kerja sebelum pelaku anak korban menyelesaikan 

pidana. Kedua, penyampaian identitas seorang pelaku terhadap anak 

korban kekerasan seksual dilakukan maksimal 1 (satu) pekan kerja 

setelah pelaku melangsungkan pidananya. 

b. Penyampaian identitas pelaku  kekerasan seksual pada ayat satu (1) 

dilaksanakan selama 30 hari dapat melalui: laman website resmi yang 

dimiliki oleh kejaksaan baik melalui platform digital maupun langsung. 

c. Penyampaian Pelaku dengan melakukan kerja sama bersama 

kementerian yang bergerak dibidang komunikasi dan informatika serta 

pemerintahan yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan 

pengendalian penduduk. 

                                                           
45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020, Tata cara Rehabilitasi 

Anak Korban Kekerasan Seksual. 



 

 

d. Jika, pelaku masih Anak-anak maka tidak dijatuhkan pidana.  

 

D.  Anak 

1. Hak Anak 

Untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam 

kesejahteraannya bersamaan dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 

1979.46  Di dalamnya, terdapat beberapa point penting. Diantaranya : 

Pertama, Anak memiliki hak untuk mencapai taraf sejahtera, 

pendampingan, serta didikan yang berasal dari kasih sayang keluarga 

terutama orangtua agar anak dapat melalui masa tumbuh kembang 

dengan baik. Kedua, Anak memiliki hak dalam memperoleh 

pemeliharaan serta perlindungan, dari awal kandungan sampai sesudah 

dilahirkan. Ketiga, Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan 

untuk menghindari lingkungan yang toxic serta dapat membahayakan 

bahkan menghambat tumbuh kembangnya. 

Dalam Undang-Undang No. 4 pasal 9 tahun 1979 mengenai 

pemenuhan hak pada anak secara umumnya hal tersebut dijadikan 

sebagai salah pertanggung jawaban pihak Bapak dan Ibu. Hal tersebut, 

disebabkan pihak orang tua baik itu ayah atau ibu merupakan orang yang 

saat pertama kali dikenali oleh anaknya. Maka dari itulah pihak orang tua 

memiliki kwajiban untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada masa 

depan dari anak yang diasuhnya. Terpenuhinya hak dari anak tersebut, 

lebih khusunya didalam keperluan serta kebutuhan perlindungan yang 

mencakup perlindungan didalamn aspek pendidikan, aspek kesehatan, 

aspek sosial serta yang terakhir aspek agama. Pemenuhan hak anak yang 

diberikan tersebut guna mewujudkan dalam taraf kesejahteraan anak 

tanpa membedakan gender, agama, politik, serta kedudukan sosialnya. 

Sehingga dapat menghindari, permasalahan pada anak yang dari periode 

sekarang hingga ke periode yang akan mendatang akan selalu adanya 
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kenaikan yang sangat amat signifikan, terlebih lagi masalah anak korban 

dysfunctional family yang jumlahnya semakin meningkat.  

2. Kebutuhan Anak 

Menurut hurlock, anak-anak harus diperhatikan kebutuhannya agar anak-

anak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. 47  Terdapat tiga 

kebutuhan anak yang harus terpenuhi agar dapat memiliki proses pertumbuhan 

yang paripurna, diantaranya : 

1. Terpenuhinya kebutuhan fisik dengan memperhatikan konsumsi makanan 

yang diberikan kepada anak agar memperoleh tumbuh kembang yang baik, 

serta memperhatikan kesehatan, sandang, papan, dan sebagainya.  

2. Terpenuhinya kebutuhan emosi guna terciptanya rasa nyaman, damai, 

aman serta percaya diri untuk proses pertumbuhan anak selanjutnya.  

3. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap 

pola pikir dalam berpikir, sosialisasi, serta kemandirian anak. 

 

E. Sexual Abuse  

Sexual Abuse merupakan bentuk kekerasan-kekerasan berbasis gender 

yang dilakukan individu atau kelompok untuk menyerang suatu individu lain 

dengan kondisi paksa secara fisik maupun psikis. Sexual Abuse tidak hanya 

merusak norma sosial. Terlebih lagi, dapat mengancam norma susila dan 

norma agama. 48  Kekerasan seksual salah satu konflik yang menyeluruh, 

karena memiliki korelasi dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM). 49 

Terdapat beberapa pandangan terkait dengan definisi kekerasan seksual, 

diantaranya : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendefinisikan 
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bahwa sexual abuse atau kekerasan seksual merupakan tindakan paksa yang 

berdampak pada kesehatan secara fisik, mental, psikis.50  

Omas Ihromi berpendapat bahwa, kekerasan seksual ialah suatu tindakan 

yang dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain secara fisik maupun 

psikis. 51  Lalu, daloam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan seksual dapat 

diartikan dengan sikap yang dapat menyebabkan luka bahkan sampai 

membunuh orang secara paksa.52 Sedangkan, kekerasan seksual terdiri dari 

beberapa faktor, diantaranya :53 

a. Terdapat pelaku serta korban. 

b. Tindakan secara paksa serta nyata 

c. Dapat mengakibatkan kerusakan bagi anak sebagai korban baik secara 

moril, mental, serta psikis. 

Kekerasan seksual memiliki ciri khas dalam kaitannya dengan 

hubungan pria dan wanita yang dilakukan dengan kekerasan. 54  Serta, 

kekerasan seksual atau sexual abuse juga merupakan hubungan seks yang 

terlarang serta menentang dengan ajaran agama-agama. Kekerasan seksual 

merupakan tindakan kriminal yang sudah ada sejak dahulu. Terlebih lagi,  

korban masih dibawah umur atau disebut dengan anak-anak. Tindkan asusila 

tersebut ialah pelanggaran yang sengaja dilakukan pelaku melalui ancaman 

yang menyakitkan.55  
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Kekerasan seksual terbagi menjadi 2 (dua) sektor berdasarkan kategori 

pelaku, diantaranya : 

a. Familial Abuse 

Kekerasan seksual yang pelakunya memiliki hubungan darah dekat 

dengan korban seperti ayah sambungnya, saudara kandung baik kakak 

maupun adik, guru, serta kerabat dekat dengan korban tersebut. 

b. Extra Familial Abuse 

Kekerasan seksual yang pelakunya orang yang jauh dari lingkungan 

korban bahkan jauh dengan korban. Pelaku biasanya memberikan sesuatu 

perjanjian kepada korban tertentu.56 

1. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual 

Faktor-faktor kekerasan seksual terhadap korban meliputi :57 

a. Faktor sosial, dimana lingkungan yang terlihat sepi dan di rasa aman. 

b. Faktor ekonomi, yakni memiliki keterlibatan antara korban dengan 

pelaku dalam status kerja misalkan dengan memberikan sesuatu. 

c. Faktor pada pendidikan, yakni korban memiliki kemampuan yang 

minim akan rentan dimanfaatkan oleh pelaku.  

d. Faktor agama, kurangnya  keimanan dan ketaqwaan antara pelaku 

dengan tuhan-Nya. 

e. Faktor psikologis, yakni ketika pelaku melihat korban yang berparas 

menarik mudah terpancing, serta berniat melakukan kekerasan seksual. 

f. Faktor pada biologis, yakni pelaku yang memiliki kelainan-kelainan 

terhadap seks. 

g. Faktor pada keluarga, yakni bisa terjadi akibat hubungan dalam rumah 

tangga berlangsung sudah tidak lagi baik serta harmonis. 

2. Dampak Kekerasan Seksual 

Dalam kehidupannya, kekerasan seksual sangat berdampak pada hal 

yang negatif. Dampak yang dapat dilihat pada anak yakni memiliki rasa 
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rendah diri, menjadi sulit bergaul terlebih dengan lawan jenis.58 Selain itu, 

kekerasan seksual dapat menimbulkan traumatis bagi anak maupun dewasa, 

diantaranya :59 

a. Pengkhianatan  

Tentu, anak memiliki rasa kepercayaan yang sangat tinggi kepada orang 

tuanya. Akan tetapi, ketika mendapatkan kekerasan dari orangtua yang 

menimpanya maka anak merasakan kepercayaannya dikhinati. 

b. Trauma Seksual 

Sebagian wanita yang telah mengalami kekerasan seksual akan 

memberikan penolakan hubungan seks, karena yang diingat mengalami 

kekerasan yang telah menimpanya maka lebih memilih menghindar. 

c. Merasa Tidak Ada Daya  

Memiliki perasaan yang lemah, diakibatkan karena adanya rasa yang 

menakutkan dalam kejadian yang menimpanyanya. Biasanya, ditandai 

dengan mimpi buruk, kecemasan yang dibarengi dengan rasa yang 

meyakiti dirinya. Merasa,  tidak ada daya dan upaya yang dapat 

bersampak pada keberlangsungan hidupnya. 

d. Stigma 

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan stigma yang buruk dan merasa 

tidak memiliki kekuatan dalam mengontrol dirinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian bertujuan guna mendapatkan maupun untuk mempertemukan 

segala kebenaran-kebenaran yang baru, serta informasi yang masih rancu di 

dalamnya. Penelitian merupakan salah satu cara ilmiah didalam meminimalisir 

serta mencegah permasalahan atau solusi dari persoalan yang terjadi. 

Penelitian merupakan tahapan didalam meminimalisir serta mencegah 

permasalahan. Ilmu atau teori merupakan product yang membantu persoalan 

secara ilmiah. Ilmu dapat dikatakan “the bold of knowledge” yang memiliki 

sifat fana serta dapat dengan mudah dikaitkan penggunaan suatu metode yang 

dapat dikenal dengan metode penelitian. Peneliti menggunakan metode 

pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data-data yang dapat 

ditemukan kebenarannya dalam wujud verbal berupa lisan atau tulisan.60 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Provinsi Jawa Tengah. 

C. Sumber Data Penelitian 

 Sumber-sumber dari data penelitian ini merupakan data dari subyek 

yang didasarkan pada sumber data-data peneliti diantaranya :  

1. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang bersumber dari subjek penelitian. 

Data primer yang diperoleh berasal dari wawancara dengan pihak-pihak 

yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pekerja sosial, ahli hukum, 

psikolog, koordinator rehabilitasi sosial, 2 (dua) korban, dan Orangtua 

korban. Peneliti memperoleh informan terkait dengan pelaksanaan 
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rehabilitasi sosial anak korban familial sexual abuse dari korban atau anak 

yang sudah mendapatkan pelayanan di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung. Data sekunder yang digunakan berbentuk tulisan yang 

bersumber dari berbagai buku, jurnal, artikel dengan pembahasan 

mengenai pelayanan familial sexual abuse. 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan data-data yang sumbernya berasal dari 

tiap individu seseorang yang sudah memiliki ketetapan sebagai pelaku 

informan, pada penelitian ini untuk subjek utamanya meliputi: pekerja 

sosial, ahli hukum, psikolog, koordinator rehabilitasi sosial, 2 (dua) korban, 

dan Orang tua korban.  

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

 

No Nama   Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

1. Yohana Christina, S.Psi., 

M.Psi., Psikolog 

S2 Psikolog klinis 

2. Riasmorosari, SH S1 Pekerja Sosial 

3. Della Bellinda, S.Psi., 

Psikolog 

S1 Koordinator 

Rehabilitasi Sosial 

4. Achmad Misrin, SH., MH S2 Ahli Hukum 

5. Mawar SD Korban 

6. Melati SMP Korban 

7. Badriah (Ibu Mawar)   SMA  Orangtua Korban 

8. Rio (Bapak Melati)  SMP  Orangtua Korban 

 

Subyek penelitian tersebut memiliki kriteria sebagai berikut :  



 

 

a. Paham dengan proses layanan rehabilitasi pada anak korban familial 

sexual abuse. 

b. Sudah pernah menangani anak korban familial sexual abuse 

berlangsung minimal 1 (satu) tahun. 

c. Latar belakang sosial baik materi maupun praktik yang dilakukan. 

Kemudian, subyek informannya, yakni eks koban familial sexual 

abuse. Peran tersebut guna memberikan informasi maupun tanggapan 

terkait dengan data yang akan dibutuhkan. 

d. Merupakan penerima pelayanan rehabilitasi korban familial sexual 

abuse 

e. Orang tua korban yang mengikuti mekanisme alur dari pengaduah 

hingga mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang diberikan instansi  

terhadap anaknya. 

2. Obyek Penelitian  

Obyek pada penelitian yang dilakukan ini dalam bentuk pelayanan-

pelayanan rehabilitasi anak korban familial sexual abuse yang 

dilaksanakan di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan 

Pamularsih No. 28 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data-data yang dilakukan tersebut menggunakan berbagai 

macam metode, diantaranya : 

1. Observasi 

Observasi yaitu melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan 

pada saat penelitian berlangsung dengan mencatat keadaaan yang diteliti.61 

Observasi sebagai upaya peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat 

pelayanan rehabilitasi sosial anak korban familial sexual abuse di 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. 
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara 2 (dua) yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.62  Teknik wawancara 

yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur mengacu pada situasi 

melontarkan sederet pertanyaan kepada subjek peneliti berdasarkan 

kategori jawaban tertentu. Artinya melaksanakan wawancara secara 

langsung dengan mempersiapkan pedoman pertanyaan yang memudahkan 

dalam mengolah data yang memiliki keterkaitan dengan proses pelayanan 

rehabilitasi sosial anak korban familial sexual abuse di Provinsi Jawa 

Tengah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengetahui data yang terbentuk dari tulisan, 

gambar, serta karya tertentu. 63  Teknik pengumpulan dokumentasi 

dilakukan dengan memilih data dokumentasi berdasarkan kebutuhan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat dokumen dari foto, tulisan, 

laporan, buku, koran, dan lainnya yang terkait dengan rehabilitasi sosial. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai rehabilitasi sosial 

terhadap anak korban familial sexual abuse, serta Standar Operasional 

Pelayanan (SOP) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah. 

F. Metode Analisis Data  

Metode Analisis Data menurut Bodgan serta Biklen ialah salah satu 

upaya serta usaha yang dapat dilaksanakan dengan cara mengoperasikan 

analisa menggunakan data yang diorganisasikan. 64  Analisis data kualitatif 

merupakan salah satu cara dan juga usaha yang dapat dilaksanakan dengan 

sistematika kerja dimana olahan yang di analisa berupa data, melaksanakan 

organisasi data, memilih serta memilah data-data tertentu agar dapat untuk 
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diolah, mencari lalu menentukan pola yang dimana hal tersebut merupakan 

bagian yang terpenting dan hal tersebutlah merupakan bagian yang akan 

dibahas serta dipelajari. Ada berbagai macam metode analisis data yang 

digunakan, diantaranya65: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah suatu alat untuk menghimpun penelaah 

dalam mendapatkan bukti-bukti berbentuk data, sebagai pendukung dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Begitupun dapat melaksanakan 

akumulasi berupa bukti doumentasi yang konkrit saat pelaksanaan 

penelitian tersebut bisa untuk dilaksanakan dengan banyak metode dan juga 

cara, hal tersebut dapat dimulai dengan lokasi saat observasi dan penelitan 

tersebut dilaksanakan ataupun data dan informasi yang diperoleh disaat 

pelaksanaan observasi berjalan. Pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi bisa dilaksanakan yang berasal didalam data primer ataupun 

sekunder, Namun untuk lingkup pelaksanaan penghimpunan maka bisa 

untuk dilaksanakannya melewati berbagai macam tahap wawancara secara 

mendetail. 

2. Reduksi Data 

Data ataupun sumber-sumber informasi dapat memiliki arti 

ringkasan ataupun merangkum, memilah dan mencocokan sesuatu yang 

baku, memfokuskan serta mengarahkan tergadap suatu hal yang memang 

memiliki kepentingan, lalu dapat di observasi mengenai pola serta 

temanya.66 Setelah sumber informasi serta data yang didapatkan dari hasil 

penelitan yang dihimpun di lapangan yang sebelumnya sudah dilaksanakan, 

tahap-tahap daripada data reduction ataupun pengurangan data akan terus 

menerus dilaksanakan dengan memalui berbagai cara untuk dapat 

dilakukannya pemisahan informasi diantara sumber informasi yang sudah 

sesuai dan juga dibandingkan dengan informasi yang tidak sesuai, 

berdasarkan hal tersebut informasi ataupun data dapat dilaksanakan 
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pemilihan, data yang diambil oleh team peneliti yang dilakukan pemilihan 

merupakan suatu data yang didapatkan berdasrkan hasil dari penghimpunan 

beberapa informasi serta data memalui berbagai macam metode 

pengumpulan seperti observasi, lalu menggunakan wawancara dan juga 

dokumentasi. Seperti pada sumber informasi serta data hasil wawancara 

dan observasi mengenai rehabilitasi sosial anak korban disfungsi keluarga, 

keseluruhan daripada data tersebut dapat dilaksanakan pemilihanyang 

memiliki kesesuaian dengan adanya permasalhan yang dijadikan saat 

pembentukan penelitian ini berlangsung yang digunkan oleh peneliti dan 

dimana hal tersebut memiliki kemiripan dengan permasalahan yang ada 

didalam penelitian. 

3. Penyusunan Data  

Penyusunan data yang didapatkan melalui proses tahapan 

pengumpulan-pengumpulan data secara maksimal maupun hanya berupa 

bagian, selain itu dalam penyusunannya dapat memperoleh bukti-bukti data 

berdasarkan jenis maupun kelompoknya, bisa juga dilaksanakan keduanya. 

Tujuan dari penyusunan data ini yaitu agar peneliti dapat memperoleh 

informasi yang konkret agar mempermudah peneliti untuk menyusun 

penelitian pada bab selanjutnya. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam menganalisis 

data-data penelitian. Penarikan simpulan asalnya dari hasil penemuan 

berupa bukti-bukti yang telah diperoleh pada saat berlangsungnya 

penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan 

kesimpulan ini memiliki tujuan guna mengurangi kesalahpahaman dalam 

penafsiran dengan mengulangi tahapan yang dilaksanakan dari 

pengumpulan data-data, reduksi data-data, serta penyusunan penelitian. 

 

5. Validitas Data 



 

 

Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan kekuatan data yang dituliskan.67 Setelah data dianalisis 

dan diambil kesimpulan, maka data tersebut perlu diuji keabsahannya 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik analisis 

keabsahan data sebagai pembanding, artinya membandingkan pemahaman 

peneliti dengan pemahaman subyek serta membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara. Dalam penelitian ini, melakukan 

triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil 

pengamatan yang diperoleh di lapangan. 

 

 

                                                           
67 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008). 

 



 

38 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Mekanisme Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban 

Familial Sexual Abuse di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

Mekanisme untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi anak korban 

familial sexual abuse, dalam praktiknya terdapat 5 (lima) kerangka kerja yang 

meliputi, sebagai berikut : 

 

 

Pada kerangka kerja tersebut dapat dipahami bahwa yang harus 

dilaksanakan oleh pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Pertama, 

klien melakukan pelayanan pengaduan dengan mengisi formulir 

penanganan kasus yang di dalamnya terdapat lembar pernyataan pelapor 

atau korban. Kemudian, Identitas pelapor atau korban berupa Кartu Tanda 

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun kartu tanda pengenal 

yang lain. Setelah itu, pelapor atau korban menuliskan kronologis kejadian 

atau peristiwa. Dengan Catatan jika dalam kondisi krisis atau situasi yang 

mencekam syarat itu dapat diabaikan. 

Gambar 1. Mekanisme Rehabilitasi Sosial di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 



 

 

Alur tersebut berfungsi untuk melayani pengaduan, serta 

menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

korban, jika dibutuhkan korban untuk membuat rujukan ke lembaga 

layanan lain. Dalam melakukan proses rehabilitasi sosial tentu pekerja 

sosial atau penerima pelaporan harus memahami alur dalam penerimaan 

pengaduan yang terdiri dari 2 (dua) penerimaan yakni secara face to face 

atau langsung tatap muka maupun melalui online atau tidak langsung. 

Penerimaan pengaduan tanpa tatap muka dapat menerima pengaduan 

melalui telepon, surat, dan email. Pihak pekerja sosial atau petugas 

layanan pelaporan memperkenalkan identitas petugas penerima pengaduan 

dan klarifikasi kepada pelapor atau korban.  

Dalam melakukan identifikasi dan mencatat data identitas pelapor, 

korban, pelaku dan gambaran singkat kasus yang diadukan. Petugas 

layanan atau pekerja sosial merencanakan pertemuan tatap muka dengan 

pelapor atau korban dengan tempat dan waktu yang disepakati bersama. 

Selanjutnya, melakukan pertemuan dengan pelapor atau korban untuk 

informasi secara lengkap. Jika korban adalah anak atau penyandang 

disabilitas maka pertemuan ini didampingi keluarga atau saudara. 68 

Petugas memberikan informasi terkait prosedur layanan, biaya, komplain 

atau keluhan layanan, informasi hak yang diterima korban, prosedur 

prinsip layanan, kerahasiaan data. Sesuai dengan langkah-langkah 

prosedur penerimaan pengaduan tatap muka. Layanan penerimaan 

pengaduan dengan tatap muka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi situasi khusus tersebut termasuk diganti dengan layanan secara 

virtual atau online.  

Alur penerimaan pengaduan atau pelaporan dari rujukan lembaga 

lain, yang dilakukan yakni : menerima pengaduan rujukan dari lembaga 

lain, memeriksa kelengkapan dokumen rujukan yeng terdiri dari surat 

rujukan, informasi kasus, layanan yang telah diberikan kepada korban dan 

layanan yang dibutuhkan kepada korban dengan melakukan koordinasi 

                                                           
68 Buku Pedoman Pelayanan Perempuan dan Anak. (Jawa Tengah, 2023) 



 

 

dan klarifikasi kepada lembaga yang merujuk untuk kepentingan tindak 

lanjut rujukan kasus.  

Apabila diperlukan, petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi 

dapat menjadawalkan pertemuan dengan korban atau lembaga yang 

merujuk sesuai dengan langkah-langkah prosedur penerimaan pengaduan 

tatap muka. Output dalam pelaporan atau pengaduan yang harus terpenuhi 

dalam Rehabilitasi di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, diantaranya : 

dapat terisinya buku tamu, form penanganan kasus terisi, buku register 

kasus, serta lembar pernyataan, terdapat lampiran fotokopi identitas 

korban atau pelapor. Jika mendapati korban rujukan maka terpenuhinya 

surat rujukan dari lembaga perujuk. Pemrosesan pelapiran atau pengaduan 

memakan waktu tempuh selama 70 menit dalam proses pelaporan atau 

pengaduan memerlukan beberapa sarana dan Prasarana, diantaranya : 

Ruang pengaduan yang representative (tertutup dari sekitar, memiliki 

sirkulasi udara baik, terang dan kedap suara), terdapat ruang bermain anak, 

komputer, printer, internet, filing cabinet, telepon antar ruangan, call 

center pengaduan kekerasan, buku tamu, buku register kasus, formulir 

kasus, Alat Tulis Kantor (ATK), map khusus, terdapat folder, serta  

kelengkapan tambahan seperti issue, permen, air.  

Penanganan atau menerima pengaduan tatap muka terdapat hal-hal 

yang harus dilakukan, diantaranya korban datang sendiri atau didampingi 

oleh keluarga, masyarakat, lembaga diterima oleh petugas penerimaan 

pengaduan dan klarifikasi. Masyarakat yang melihat atau mengetahui 

peristiwa maupun kasus dan datang ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

diterima oleh petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi 

memperkenalkan diri kepada korban atau masyarakat yang melapor 

dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan korban maupun 

masyarakat yang melapor dengan memberikan informasi terkait prosedur 

layanan, biaya, komplain atau keluhan layanan, informasi hak yang 

diterima korban, prosedur prinsip layanan, dan kerahasiaan data.  



 

 

Screening kasus kategori kasus kekerasan, jika termasuk kasus 

kekerasan akan dilanjut sesuai dengan prosedur pelayanan dan jika tidak 

termasuk kasus kekerasan maka dirujuk sesuai dengan kebutuhan mengisi 

formulir langsung penanganan kasus dan lembar pernyataan (formulir 

kasus, Surat pernyataan kebenaran informasi). Melakukan klarifikasi 

kepada korban terkait informasi kasus yang telah didapat dengan meminta 

dan menggandakan kelengkapan identitas korban seperti KTP, KK, akta 

lahir. 

Dengan menuliskan kronologi kejadian atau peristiwa, 

mengkategorikan kasus dalam klasifikasi berat, sedang dan ringan serta 

memberikan nomor register kasus, mengarsipkan berkas pengaduan ke 

dalam map dan folder atau odner. Berkoordinasi kepada seksi tindak lanjut 

untuk layanan identifikasi kebutuhan dengan melaporkan hasil pengaduan 

kepada kasi penerimaan pengaduan dan klarifikasi dengan melakukan 

input data hasil penerimaan pengaduan ke dalam sistem data base berbasis 

online. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya : 

a. Jika korban dalam keadaan krisis (pingsan, shock berat, tidak bisa 

berkomunikasi) maka langsung dilakukan layanan intervensi krisis 

dengan dirujuk ke layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi 

korban. 

b. Jika korban merupakan penyandang disabilitas maka harus ditemani 

oleh pendamping korban seperti orangtua atau guru serta ahli bahasa 

isyarat. 

c. Dalam hal terjadi situasi khusus, maka laygnan penerimaan pengaduan 

dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Prosedur Pengaduan Secara Offline 

 Dalam mengidentifikasi pengaduan atau pelaporan terdapat 

beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan proses 

pelayanan rehabilitasi sosial dengan mengisi buku register serta formulir 

kasus, lembar pernyataan kasus, dan dokumen identitas korban seperti 

KTP, KK, dan akta kelahiran. Langkah-langkah dalam proses pelayanan 

pengaduan meliputi : 

a. Mempelajari berkas pengaduan untuk mendapatkan informasi awal 

mengenai kasus dan kebutuhan layanan 

b. Melakukan pertemuan langsung dengan korban dan memperkenalkan 

diri, menyepakati waktu bersama korban. Dalam hal korban adalah 

anak atau penyandang disabilitas maka didampingi oleh keluarga atau 

pendamping untuk memberikan dukungan mobilitas. Dalam hal terjadi 

situasi khusus, pertemuan ini dapat dilakukan secara virtual atau 

online maupun surat elektronik. 

c. Mengklarifikasi identitas korban dan terlapor dengan dokumen-

dokumen pendukung. 

d. Meminta persetujuan korban atau keluarga jika proses identifikasi 

kebutuhan layanan akan di rekam. 

e. Menggali dan memetakan lebih mendalam kebutuhan layanan, 

kekuatan, resiko dan kesiapan serta sumber dukungan. 

f. Dalam hal korban dalam situasi krisis dan bencana /konflik sosial 

yang tidak memungkinkan dilakukan pertemuan langsung maka 

identifikasi kebutuhan dilakukan dengan observasi secara fisik dan 

psikis. Setelah situasi dan kondisi korban memungkinkan dilakukan 

untuk pertemuan dan wawancara maka dilakukan identifikasi lanjutan. 

g. Membuat rangkuman-laporan hasil dan rekomendasi dari identifikasi 

kebutuhan layanan dan melaporkannya kepada kasi tindak lanjut 

untuk dilakukan rapat kasus atau intervensi krisis jika korban dalam 

situasi krisis 



 

 

h. Kasi Tindak Lanjut membuat disposisi untuk dilaksanakan rapat kasus 

dan tindak lanjut sesuai layanan yang dibutuhkan korban termasuk 

layanan intervensi krisis 

i. Melakukan input data hail identifikasi kebutuhan dalam sistem data 

base. 

Output yang telah dilakukan harus mengacu pada :  

a. Resume laporan dan rekomendasi hasil identifikasi kebutuhan layanan 

korban. 

b. Formulir penanganan kasus sudah terisi dengan informasi layanan 

yang dibutuhan korban. 

c. Rujukan untuk intervensi krisis. 

Waktu tempuh selama 95 menit 

Sarana Prasarana yang dilakukan meliputi : ruang konseling, mebeller, alat 

tulis kantor, komputer, printer, map khusus, odner atau folder, filing 

cabinet, dan alat dokumentasi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 orang. 



 

 

 

Gambar 2. SOP Pengaduan 

2. Prosedur Layanan Pengaduan Secara Online 

Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh petugas DP3AP2KB Provinsi 

Jawa Tengah yang mengacu pada pelayanan dukungan psikososial 

penyintas pelecehan seksual. Selain itu, diperkuat dengan pendampingan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji kondisi psikologis penyintas dan 

keluarga, melakukan psikoedukasi bagi keluarga, dan membangun 

reseliensi pada penyintas. Kegiatan atau program ini dapat menjadi 

terminasi sebagai follow up untuk pengingat terutama bagi anak 



 

 

perempuan dan umumnya untuk masyarakat lingkup luas, program 

tersebut meliputi : 

a. Aplikasi Diyanti 

Aplikasi Diyanti singkatan dari diadukan, dilayani, diobati 

merupakan sebuah aplikasi digital yang dapat dilakukan secara online. 

pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak dapat diakses pada 

website berikut ini : diyanti.jatengprov.go.id 

Ada beberapa fitur dalam aplikasi Diyanti, diantaranya :  

a) Pelayanan pengaduan pada kekerasan dalam perempuan dan anak. 

b) Terdapat Informasi terkait dengan perempuan dan anak. 

c) Terdapat konseling keluarga 

 

 

Gambar 9. Home website Diyanti 

 



 

 

 

Gambar 10. Kontak Pengaduan Kekerasan Seksual Online 

b. Apemketan 

Apemketan merupakan singkatan dari pemetaan pada kelompok 

yang rentan perempuan maupun anak serta pasangan usia yang sudah 

subur. Aplikasi apemketan dapat diakses melalui situs online yang 

didalamnya menyajikan identifikasi data perempuan serta anak yang 

masuk dalam kelompok rentan di Jawa Tengah website tersebut dapat 

diakses dalam laman : apemketan.dp3akb.jatengprov.go.id  

3. Prosedur Layanan Penampungan Sementara 

 Dalam melakukan layanan berupa rumah aman atau shelter untuk 

penampungan sementara, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas 

dengan meliputi anak korban atau pelapor. Dengan syaratnya mengisi 

formulir kasus, mendapatkan informed consent atau lembar persetujuan, 

adanya dokumen identitas anak korban atau pelapor, serta mendapatkan 



 

 

rekomendasi dari petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi atau 

petugas tindak lanjut. 

Langkah-langkah yang dilakukan, meliputi : 

a. Petugas pengaduan dan petugas tindak lanjut berkoordinasi dengan 

penjaga asrama atau penampungan sementara terkait kebutuhan 

layanan penampungan sementara korban. 

b. Penjaga asrama atau penampungan sementara mencatat ke dalam buku 

penampungan sementara kemudian menyiapkan tempat dan kebutuhan 

korban selama di penampungan sementara. 

c. Penjaga penampungan sementara menjemput korban, memintanya 

mengisi lembar persetujuan dan memberikan pendampingan serta 

pemantauan kondisi korban selama tinggal di penampungan sementara 

dan berkoordinasi dengan petugas tindak lanjut. 

d. Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan atau petugas tindak 

lanjut berkoordinasi dengan penjaga asrama atau penampungan 

sementara mengenai berakhirnya masa tinggal korban di penampungan 

sementara. 

e. Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi atau petugas tindak 

lanjut berkoordinasi dengan penjaga shelter atau penampungan 

sementara mengenai berakhirnya masa tinggal korban di penampungan 

sementara. 

f. Penjaga shelter atau penampungan sementara mencatat berakhirnya 

masa tinggal ke dalam buku penampungan sementara dan 

menyerahkan kembali korban kepada petugas pengaduan dan/atau 

petugas tindak lanjut. 

g. Penjaga shelter atau penampungan melaporkan layanan penampungan 

sementara yang diberikan kepada kordan kepada petugas penerimaan 

pengaduan dan klarifikasi. 

h. Penjaga shelter atau penampungan sementara menginput data ke dalam 

sistem data base. 

 



 

 

 Dalam hal terjadi situasi khusus, pelayanan penampungan 

sementara dapat dilakukan dengan menyesuaikan situasi khusus tersebut. 

Output yang dilakukan berupa : 

a. Korban atau pelapor mendapatkan layanan penampungan sementara. 

b. Hasil observasi selama korban atau pelapor selama tinggal di 

penampungan sementara. 

c. Buku layanan penampungan sementara berisi informasi mengenai 

korban atau pelapor selama waktu mulai layanan sampai berakhir 

layanan beserta kondisinya. 

Layanan tersebut menyita waktu tempuh selama 4 hari, sarana prasarana 

yang dibutuhkan : 

a. Informed consent  atau lembar persetujuan. 

b. Buku layanan penampungan sementara. 

c. Ruang khusus yang berisi perlengkapan. 

d. Tempat tidur dan perlengkapannya. 

 



 

 

 

Gambar 5. SOP Penampungan Sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Prosedur Layanan Mediasi 

  Dalam melakukan layanan berupa bantuan mediasi untuk anak 

korban kekerasan seksual setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas 

dengan meliputi : rekomendasi dari koordinator tindak lanjut atau rapat 

tindak lanjut kasus yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikasi, 

terdapat surat pemberitahuan atau undangan kepada para pihak, mengisi 

formulir kasus, mendapatkan informed consent atau lembar persetujuan, 

mengisi daftar hadir para pihak masalah yang dimediasi menyangkut 

masalah perdata. 

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi : 

a. Koordinator tindak lanjut berkoordinasi dengan petugas mediator 

terkait dengan permintaan mediasi baik dari pihak korban maupun 

pelaku dengan memberikan berkas pendukung berupa kronologi kasus 

kepada petugas mediasi atau mediator. 

b. Petugas mediasi melakukan telaah kasus serta melakukan perencanaan 

temu lanjutan bersama korban. 

c. Petugas tindak lanjut melakukan koordinasi dengan para pihak untuk 

menyepakati rencana serta kebutuhan mediasi termasuk 

menandatangani lembar persetujuan. 

d. Petugas tindak lanjut menyiapkan kebutuhan pelaksanaan mediasi. 

e. Petugas mediator melaksanakan mediasi dengan :  

1) Para pihak masuk ke ruangan tapa ada pendamping. 

2) Mediator memperkenalkan diri dan menyampaikan tentang proses 

mediasi (batasan waktu, urutan kejadian, tahapan mediasi, kode 

etik, tata tertib dan mengkonfirmasikan komitmen). 

3) Mediator mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan 

permasalahannya. 

4) Mediator mengidentifikasi potensi kesepahaman para pihak. 

5) Mediator mengidentifikasi dan agenda masalah. 

6) Tawar menawar dan pengambilan keputusan. 



 

 

7) Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka diadakan pertemuan 

terpisah. 

8) Pengambilan keputusan akhir. 

9) Penyusunan kesepakatan dan menuangkan hasil kesepakatan 

dalam berita acara. 

10) Mediator membacakan hasil kesepakatan kepada para pihak dan 

memberikan apresiasi kepada para pihak terhadap kesepakatan. 

11) Petugas mediator memberikan kesempatan pertemuan lanjutan 

apabila diperlukan. 

f. Petugas mediator memusnahkan lembar catatan proses mediasi. 

g. Petugas mediator dan petugas tindak lanjut membuat laporan 

pelaksanaan dan hasil mediasi serta melaporkannya kepada kasi tindak 

lanjut untuk disampaikan kepada Kepala UPTD PPA. 

h. Petugas tindak lanjut menginput data hasil kesepakatan. 

 Output yang didapatkan oleh korban, meliputi : mengidentifikasi 

masalah secara jelas baik ditingkat resiko maupun strategi penanganan 

kasus, dapat memulihkan korban secara psikologis, mendapatkan layanan 

konseling, mendapatkan layanan pemulihan psikologi dan layanan 

pendampingan hukum. Waktu pelaksanaan konseling maksimal selama 

120 menit, untuk proses konseling dalam keadaan darurat maksimal 30 

menit. Sarana prasarana yang harus ada dalam proses layanan konseling 

dan psikologi, yaitu : uang konsultasi hukum, leaflet layanan, banner alur 

layanan, mebelair, komputer dan printer, Alat Tulis Kantor (ATK), tisu, 

air minum, alat peraga untuk kasus kekerasan seksual, sarana aksesibilitas 

diantaranya telasar dan kursi roda, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

layanan ini berjumlah 2-3 Orang. 

 

 



 

 

 

 

Gambar 6. SOP Mediasi 

 

5. Prosedur Layanan Pemulangan 

 Dalam melakukan layanan pemulangan bagi anak korban 

kekerasan seksual, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas bahwa 

anak korban telah mendapatkan semua pelayanan dan dinyatakan pulih. 

Berikut syarat yang dilakukan dalam mendapatkan pelayanan pemulagan 

diantaranya : terdapat formulir kasus, memiliki dokumen identitas korban 

KTP atau KK serta akte lahir, konsultasi terkait dengan rencana 

pemulangan, rencana perjalanan, dan rencana perlindungan keamanan, dan 

anak korban serta orangtua mengisi surat atau lembar persetujuan (inform 

consent). 



 

 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan 

pemulangan, diantaranya : 

a. Petugas mempelajari berkas sesuai dengan kebutuhan pemulangan 

serta berkoordinasi dengan petugas pengaduan untuk memberikan 

lembar persetujuan pemulangan yang dapat ditandatangani korban 

mauapun  keluarganya. 

b. Layanan pemulangan dilakukan antar Provinsi maupun Negara, sesuai 

dengan kesepakatan bersama kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah. 

c. Petugas menyusun rencana pemulangan dengan pihak keluarga 

maupun pihak terkait. 

d.  Petugas mengkoordinasikan rencan pemulangan dengan keluarga 

korban serta dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak-pihak di 

daerah asal dan daerah tujuan atau transit. 

e. Petugas mempersiapkan seluruh kebutuhan rencana pemulangan sesuai 

dengan kebutuhan. 

f. Petugas menginformasikan alur layanan, hak-hak serta mekanisme 

kritik dan saran korban serta melakukan pemeriksaan kesehatan jika 

membutuhkan rujukan misalnya layanan persalinan atau keperluan 

lainnya maka petugas membuat surat rujukan sebelum dikembalikan 

kepada keluarganya. 

g. Petugas melakukan serah terima. 

 Output yang didapatkan dalam pelayanan ini yaitu anak korban 

mendapatkan bantuan pemulangan dengan memberikan gambaran 

rencana perjalanan, rencana koordinasi, dan rencana perlindungan 

keamanan pemulangan baik untuk anak korban, keluarga dan petugas, 

serta jika dibutuhkan makan terdapat rekomendasi layanan lanjutan 

dan rujukan. Waktu dalam pelaksanaan layanan ini selama 7 hari. 

Sarana Prasarana yang dibutuhkan, meliputi : transportasi, akomodasi 

berupa penginapan jika diperlukan, formulir kasus  atau berkas kasus, 

mengisi informed consent  atau lembar persetujuan, formulir serah 



 

 

terima, alat tulis kantor, nomor telpon para pihak keluarga, dan nomor 

telpon untuk keadaan darurat, serta terdapat surat tugas petugas tindak 

lanjut untuk pemulangan. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

pelayanan ini yakni terdapat 2  (dua) Orang. 

6. Prosedur Layanan Rujukan  

 Dalam melakukan layanan rujukan bagi anak korban kekerasan 

seksual, setelah mendapatkan konfirmasi dari petugas bahwa anak korban 

membutuhkan rujukan untuk proses layanan pemulihannya. Berikut 

terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan layanan 

rujukan, diantaranya : terdapat formulir penanganan kasus berupa formulir 

kasus dan surat pernyataan kebenaran informasi yang telah terisi, anak 

korban kekerasan seksual memiliki identitas korban seperti KTP, KK, akta 

kelahiran, memaparkan kronologis kasus secara lengkap, mendapatkan 

Informed consent atau lembar persetujuan, mendaptkan laporan hasil 

identifikasi kebutuhan, memiliki surat tugas pendampingan, dan surat 

persetujuan pendampingan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses layanan rujukan meliputi : 

a. Petugas tindak lanjut mempelajari formulir kasus dan rekomendasi 

layanan rujukan (hukum, medis, rumah aman, psikologis, psikososial, 

dil) dari Petugas penerimaan pengaduan dan klarifikasi dan petugas 

Tindak Lanjut lainnya yang terkait. 

b. Petugas Tindak Lanjut melaporkan layanan rujukan kepada kasi tindak 

lanjut untuk mendapatkan saran dan persetujuan. Dalam situasi krisis 

laporan ini dapat dilakukan setelah korban mendapatkan layanan 

intervensi krisis. Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus antar 

provinsi atau antar negara, Kasi tindak lanjut berkoordinasi dengan 

dengan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. 

c. Petugas tindak lanjut dapat mengidentifikasi tempat untuk merujuk 

disesuaikan dengan kebutuhan korban, mempersiapkan berbagai 

rencana, rujukan serta berkoordinasi bersama korban maupun 

keluarganya. 



 

 

d. Petugas tindak lanjut mengantar korban didampingi oleh keluarganya 

jika korban anak, serta mempertimbangkan kebutuhan korban, ke 

tempat rujukan . 

e. Petugas tindak lanjut bersama lembaga layanan rujukan mendiskusikan 

rencana tindak lanjut pasca layanan rujukan. 

f. Petugas tindak lanjut memonitoring layanan rujukan yang di berikan 

oleh lembaga penerima rujukan. 

g. Petugas tindak lanjut menyusun laporan dan melaporkan hasil rujukan 

kepada kasi tindak lanjut. 

h. Petugas tindak lanjut memasukkan data rujukan ke dalam sistem data 

base. 

 Output yang didapatkan oleh anak korban yakni mendapatkan 

perubahan kondisi yang stabil secara psikologis sehingga mampu 

melanjutkan kehidupan bermasyarakat, anak korban memiliki informasi 

hukum yang dibutuhkan, dan anak korban sudah mendapatkan layanan 

konseling, layanan pemulihan psikologi dan layanan pendampingan 

hukum. Waktu tempuh dalam pelaksananaan proses layanan rujukan 

selama 290 menit. Sarana rasarana yang dibutuhkan yaitu lembar disposisi, 

lembar rekomendasi, lembar persetujuan  atau Informed consent, resume 

kasus, daftar lembaga layanan, surat rujukan, alat tulis kantor, telepon,  

transportasi, komputer atau laptop, serta printer. Sumber Daya Manusia 

yang terdapat dalam proses pelayanan rujukan terdiri dari  3 (tiga) Orang. 

 

 



 

 

 

Gambar 8. SOP Rujukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Kronologis Peristiwa Anak Korban Familial Sexual Abuse 

 Dalam instansi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran 

penting untuk keberlangsungan pelayanan kasus kekerasan seksual pada anak 

guna perwujudan perlindungan anak. Salah satu kasusnya yaitu familial 

sexual abuse pada anak. Berikut data statistik berdasarkan status yang 

ditangani dalam rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual di 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 3. Data Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Status Penanganan Tahun 

2023 di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

Status 

Kekerasan 

Seksual 

Bulan  

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

Diterima 13 13 16 9 6 9 6 8 6 8 12 10 

Ditangani 8 9    8 5  4 6 6 7 6 6 

 

7 10 

Dirujuk 4 4  8 4  2  3 0 1   2 2 1 0 

Terminasi 1 0   0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

 

Peneliti akan mendeskripsikan terkait dengan latar belakang maupun 

kronologi terjadinya sexual abuse yang dialami oleh anak korban familial 

sexual abuse sehingga melaporkan diri guna mendapatkan pelayanan 

rehabilitasi dari pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Sexual Abuse atau 

kekerasan seksual ini terjadi pada Anak yang cukup unik.  

 

 

 

 



 

 

1. Kasus Mawar 

Bermula dari pelaporan atau pengaduan klien atas nama Mawar dan 

bersama seorang Ibu bernama Badriyah yang pada bulan Maret 2023 

mendatangi kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dalam rangka 

melakukan pelaporan serta pengaduan atas peristiwa yang dialami oleh 

Mawar. Anak tersebut masih mengenyam pendidikan sebagai pelajar di 

bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Berasal dari keluarga yang memiliki 

basic agama yang bagus atau bisa dibilang agamis. Ibunya meninggal dunia, 

sekarang korban hidup bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Suatu ketika 

ibu tirinya itu berpesan kepada korban untuk tidak pulang ke rumah terlebih 

dahulu, sebelum sukses. 69  Ucapan tersebut yang menjadikan anak korban 

melangsungkan sekolah formal dan informal di pondok pesantren dengan 

memperdalam agama. Mirisnya anak tersebut menjadi korban sexual abuse 

dari guru atau ustadznya, anak korban merasa tidak terima akhirnya 

melaporkan ke pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.  

Menurut hasil assesmen melalui pemeriksaan psikologis, anak 

tersebut memiliki kepribadian yang baik terlihat dari argumen yang 

dilontarkan mengutamakan statement yang lebih bernilai. Anak korban 

tersebut mengatakan saya tidak boleh memanfaatkan kebaikan orang lain, 

saya tidak boleh menerima uang jika tidak ada alasan yang mendalam.70 Anak 

korban kekerasan seksual selalu melibatkan agama, dan nilai moral yang 

positif dalam setiap bertutur kata. Kondisi anak korban dalam ketakutan. 

Karena keluarga pelaku tersebut mendesak dan mencari-cari korban untuk 

meminta tandatangannya guna pencabutan perkara pelaporan kekerasan 

seksual yang dilaporkannya.  

 

                                                           
69 Badriyah, Wawancara, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 

25 April 2023 
70 Mawar, Wawancara, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 

25 April 2023 



 

 

Setelah mendapatkan perawatan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah yang dilakukan seminggu sekali. Yohana selaku psikolog 

mengatakan bahwa Mawar sedang diberikan treatment dengan menggunakan 

teknik menulis pada kertas yang telah disediakan oleh DP3AP2KB Provinsi 

Jawa Tengah. Untuk medianya tim dari psikolog DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah menginisiasi sarana untuk mengurangi titik kejenuhan terlebih 

dahulu, karena seharusnya untuk seusia korban yaitu dengan membaca buku.. 

Menurut keterangan anak korban bahwa pada bulan Januari 2023 di pondok 

pesantren, korban sedang berada di kamar sambil makan dan bermain 

handphone. Pelaku dan istrinya pergi ke luar, tidak lama setelah itu pelaku 

pulang kembali dengan seorang sendiri dan langsung memanggil korban 

dengan berdalih untuk mencarikan peralatan masaknya.  Kedua teman yang 

berada dikamar korban tersebut ikut membantu memanggil korban dan 

korban segera berjalan sendirian dari kamar langsung menuju ke dapur.  

Di dalam dapur tersebut sudah ada pelaku, korban membantu pelaku 

mencari peralatan masak dan juga membantu pelaku untuk mengupas jagung. 

Pelaku tiba-tiba berkata kepada korban dengan kalimat yang tidak senonoh 

dengan melontarkan pertanyaan menggunakan jokes yang kotor dengan 

mengatakan rambut jagung ini sama seperti punyamu. Karena korban 

mengalami ketakutan, korban hanya terdiam tidak berani untuk menanggapi. 

Pelaku mendekati korban dari samping kanan tubuh korban, sambil 

menyentuh pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri pelaku serta berkata 

dengan kalimat yang menjerumus ke arah vital korban, sambil tangan kanan 

pelaku menyentuh paha kanan korban kemudian menuju arah vital korban 

melalui luar rok, korban hanya diam saja karena takut dan berusaha untuk 

berjalan keluar dari dapur. Usaha anak korban tersebut digagalkan oleh 

pelaku dengan mengarahkan korban untuk masuk ke kamarnya.  

Saat korban sudah di dalam kamar, korban hanya berdiri, dan pelaku 

berjalan sambil menutup pintu kamar tersebut. Pelaku mendekati tubuh 

korban serta memeluk tubuh korban dari arah depan sambil pelaku mencium 

pipi korban, leher lalu bibir korban. Kemudian pelaku mengatakan 



 

 

larangannya untuk bercerita ke siapapun terkait dengan kejadian yang 

menimpanya. Korbanpun mengatakan tidak dan bersamaan pelaku 

memperlakukan korban tidak senonoh dengan melakukan kedua tangan 

pelaku untuk menaikkan sarung yang dipakainya sampai batas pinggang dan 

memperlihatkan alat vitalnya dalam keadaan sudah ereksi. Tangan kanan 

pelaku menarik tangan kiri korban kemudian mengarahkan tangan korban 

tersebut ke alat vital Pelaku.  

Pelaku mengatakan jika tidak bisa, melakukannya dengan mulut 

korban. Korban sudah tidak nyaman dan menolak permintaanya dan langsung 

bergegas untuk pergi meninggalkan pelaku, dan kedua tangan pelaku 

mendorong pundak korban yang mengarahkan ke tubuh korban untuk duduk 

jongkok di depan tubuh korban sampai wajah korban berada tepat didepan 

alat vital pelaku yang masih ereksi. Akan tetapi, korban menolaknya. Pundak 

korban ditarik kembali menggunakan kedua tangan pelaku untuk berdiri 

kembali. Pelaku mengancam korban agar tidak memberitahu kepada siapapun 

terutama pada istri dan anak pelaku. Pelaku diberikan uang sebesar 

Rp250.000-, korban menerima uang tersebut dan korban kembali ke 

kamarnya. Korban langsung menuju ke kamar mandi guna muntah-muntah 

karena merasa jijik dengan perbuatan pelaku tersebut di atas dan setelah 

kejadian tersebut kemudian korban tidak nafsu untuk makan ataupun 

beraktifitas di Pondok.  

Dalam kurun waktu berikutnya, terdapat pesan yang masuk di 

handphone anak korban dari pelaku membahas tentang kejadian serta 

meminta maaf atas perbuatannya kepada anak korban sambil meminta korban 

untuk tidak membicarakan hal tersebut dengan orang lain. Selepas itu, anak 

korban mendapatkan pesan kembali dari Pelaku untuk datang menemui beliau. 

Tak lama, korban menuju kesana, saat sedang menuju kesana korban melihat 

pelaku sedang berjalan masuk ke lokasi tersebut.  

Ketika sampai di depan pintu, pelaku masuk terlebih dahulu dan 

dihampiri oleh korban. Pelaku mengambil kunci dan jalan menuju pintu 

tersebut sambil menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Setelah pelaku 



 

 

mengunci pintu, tubuh anak korban disentuh oleh pelaku dengan tangan 

kanan pelaku sambil memberikan isyarat berjalan masuk menuju ke dalam 

kamar. Pelaku meminta korban untuk duduk di kasur di dalam kamar tersebut 

namun korban duduk di lantai sembari mencium pipi lalu bibir korban.  

Pelaku berdiri sambil melepaskan celana dalam yang dikenakannya 

dengan keadaan tidur terlentang di atas kasur sambil menaikkan sarung yang 

dipakainya sampai batas pinggang, anak korban diminta untuk memainkan 

alat vitalnya menggunakan tangan, korban menolaknya dengan beralasan 

tidak bisa. Pelaku memaksa korban dengan menarik tangan kiri sampai tubuh 

anak korban ikut bergeser duduk di atas kasur. Sehingga, tubuh korban 

berdampingan dengan tubuh pelaku yang berbaring diatas kasur. Pelaku 

memaksa kedua tangan korban diarahkan ke alat vitalnya lalu digerak-

gerakan. Saat pelaku melepas tangannya, korban pun juga melepaskan 

tangannya dari pelaku. Pelaku kemudian menyuruh korban membuka kancing 

baju korban, karena takut korban membuka 2 kancing baju yang korban pakai, 

tangan kanan pelaku masuk ke dalam kemeja korban sambil meraba-raba 

glandulla mammae kanan korban, lalu pelaku mencium glandulla mammae 

kanan korban sambil mengatakan glandulla mammae korban besar.  

Pelaku meminta korban untuk membuka rok dan celana dalam yang 

dikenakan dan korban menolaknya karena korban sedang menstruasi. Pelaku 

menaikkan rok yang korban kenakan sampai tengah paha, dan 2 jari yakni jari 

telunjuk dan jari tengah dengan tangan kiri pelaku dimasukan ke alat vital 

korban melalui celah celana dalam yang korban pakai dan digerakkan maju 

mundur sambil tangan kanannya memainkan alat vitalnya sendiri. Peranan 

yang dilakukan oleh pelaku kurang lebih selama 4 (empat) menit dan pelaku 

memasukkan 1 (satu) jari lainnya di tangan kiri (jari manis), sehingga ada 3 

jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, serta jari manis. Pelaku yang dimasukan ke 

alat vital korban, dan digerakkan maju mundur sambil tangan kanannya 

memainkan alat vitalnya sendiri. Hal tersebut, dilakukan pelaku kurang lebih 

selama sampai pelaku mengeluarkan Sperma. Sperma tersebut dikeluarkan 

diatas paha pelaku sendiri dengan bersamaan pelaku mengeluarkan Sperma, 



 

 

pelaku juga memerintahkam kepada pelaku untuk menciumnya. Pelaku 

mencium bibir korban, sesaat kemudian pelaku melepaskan dekapannya di 

tubuh korban. Lalu, korban berjalan keluar dari lokasi tersebut. 

Dari kronologi tersebut korban melakukan pelaporan dan pengaduan 

ke DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan pelayanan 

rehabilitasi serta perlindungan kepada korban. Dari pihak DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah menerima pelaporan atau pengaduan yang dibuat oleh 

korban (pelapor). Pelayanan Rehabilitasi yang dilakukan yaitu Asesment, 

tindak lanjut, terminasi. 

2. Kasus Melati 

Tidak lama dari kejadian tersebut, kembali ditemukkan kekerasan 

seksual yang dilakukan seorang pria asal Klaten, Jawa Tengah. Seorang pria 

berinisial GS melakukan kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP 

hingga hamil dan melahirkan. Pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut 

lebih dari 100 kali dilakukan sejak April 2022 hingga 16 November 2022. 

Pelaku tersebut merupakan tetangga tersangka dan sudah mengenal akrab 

keluarga tersangka. Perlakuan kekerasan seksual tersebut terungkap setelah 

korban melahirkan dan keluarganya mengadu ke Unit Pelayanan Terpadu 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Dalam sepekan, pelaku mencabuli korban 

sebanyak tiga-empat kali. Lokasi persetubuhan dilakukan di rumah pelaku 

maupun korban saat sedang sepi atau di hotel dengan diiming-imingi harapan 

ketika anak ini terjadi apa-apa akan bertanggung jawab. Ternyata tidak seperti 

itu tetapi justru tersangka melarikan diri sampai ke Jawa Barat ketika 

mengetahui korban melahirkan. Tersangka terancam hukuman pidana dalam 

rentan waktu minimal 5 (lima) tahun serta maksimal 15 (lima belas) tahun.  

Kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi dipesantren 

maupun lingkungan sekitar bukan lagi suatu fenomena yang baru. Kasus 

kekerasan seksual sekarang ini baru dikenal oleh seluruh masyarakat maupun 

publik, karena korban berani untuk menyuarakan serta melaporkan ke pihak 

berwajib serta tidak lagi permasalahan yang aib. Permasalahan kekerasan 

seksual yang berada di pesantren maupun lingkungan sekitar rumah 



 

 

disebabkan karena adanya kekuasaan ketika sedang dihadapkan dengan orang 

dewasa, bahkan kekuasaan dalam gender antara laki-laki dengan perempuan, 

murid dengan gurunya, serta orang yang polos dengan pemangku otoritas.  

Kekuasaan tersebut rentan digunakan oleh pelaku untuk melakukan 

kekerasan seksual. Pelaku dengan memberikan modus yang dapat 

meyakinkan  korban biasanya dengan mengajak belajar bersama dengan 

alasan mungkin upgrade ilmu atau pengetahuan dan diberikan sejumlah uang 

tunai ataupun benda lainnya. Kasus kekerasan seksual bagi anak ini tidak 

akan bisa jika hanya ditangani oleh salah satu pihak saja. Terkait hal tersebut, 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2022 mengenai 

cara mencegah serta memberikan pelayanan sexual abuse dalam lembaga 

pendidikan. 71  Terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkup 

pendidikan keagamaan yang terhubung langsung dengan Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekrasan Seksual (UU TPKS) yang dapat diimplementasikan 

dalam fenomena kekerasan seksual bagi anak.72 

 

C. Proses Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Familial Sexual Abuse di 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai proses rehabilitasi yang 

dilakukan dalam menangani Anak korban familial sexual abuse, peneliti telah 

melakukan wawancara mendalam kepada informan yakni Pekerja sosial, Anak 

korban, salah satu anggota keluarga korban. Berikut peneliti paparkan proses 

rehabilitasi pada familial sexual abuse di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.  

1. Memberikan Layanan Pengaduan 

Layanan pengaduan ini bermula dari penerimaan pengaduan, lalu 

melakukan identifikasi korban serta investigasi atas permasalahannya. 

Kemudian, menmberikan sarana dan prasarana dalam pelayanan 

pengaduan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu juga, pihak dari 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan rujukan serta koordinasi 

                                                           
71  Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual 
72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindak Pidanan Kekerasan Seksual 



 

 

kepada instansi, lembaga atau pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Serta 

yang tidak kalah penting ialah melakukan pencatatan dan pelaporan kasus, 

guna dapat mempermudah proses rehabilitasi.  

Hal tersebut dipaparkan oleh Rias dalam menangani Anak korban familial 

sexual abuse di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah : 

“Dalam permasalahan korban familial sexual abuse pada 

anak tentu DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, mengambil 

peran untuk memberikan layanan pengaduan untuk anak 

korban familial sexual abuse. Itu dapat menjadi salah satu 

upaya yang diberikan untuk anak koran dengan memberikan 

wadah agar masalah kekerasan yang didapati anak korban 

dapat teratasi. Adapun yang dilakukan oleh kami dalam dalam 

layanan pengaduan, dengan mengidentifikasi kebutuhan 

korban tentu dengan wawancara mendalam, serta melakukan 

investigasi agar korban merasa dekat. Kemudian, menjadi 

perantara dalam melakukan rujukan apabila dibutuhkan oleh 

anak korban. Selain itu, memberikan fasilitas yang dibutuhkan 

serta melakukan pendampingan terhadap anak korban. Serta 

pencatatan yang mendalam untuk menjadi pelaporan kasus”73 

2. Memberikan Pelayanan Kesehatan 

Layanan kesehatan yang diberikan ini ialah layanan yang kedua 

diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terhadap koban 

kekerasan seksual pada anak.  

a. Pertama, dengan pemberikan layanan kesehatan berupa fisik serta 

psikis, lalu melakuka medikolegal (Visum et Psikiatrikum) jika 

dibutuhkan guna dapat mengetahui lebih detail terkait dengan bukti 

fisik korban. Selain fisik, juga menekankan pada psikologis anak 

korban. 
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Yohana memaparkan lebih jelas terkait dengan penangannya sebagai 

berikut : 

“Untuk layanan kesehatan yang utama fokus pada 

penyembuhan mental pada anak korban yang memerlukan 

pendekatan menggunakan konseling karena mayoritas 

korban anak berusia 5-17 tahun masih diselimuti rasa yang 

membuat takut terhadap orang lain. Tentu, hal tersebut 

dapat membuat sulit pendamping, oleh karenanya pihak 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa 

pendekatan dan konseling. Konseling yang diberikan yaitu 

konseling terkait dengan traumatik, durasinya bergantung 

pada situasi serta kondisi psikologis anak korban tersebut, 

jika dirasa sudah merasa nyaman maka proses konseling 

pada korban selesai. Durasinya mencapai 30 menit dan 

maksimal 1 jam lebih”74  

 

Tujuan dari layanan kesehatan ini guna dapat menguatkan kesehatan 

baik fisik, psikis, maupun mental agar korban dapat menjalankan proses 

pemulihan dari situasi dan kondisi yang dialami oleh korban.   

Selain itu, Yohana mengatakan bahwa : 

“Dengan memberikan layanan kesehatan dalam menguatkan 

fisik, psikis, maupun mental yang dibutuhkan anak korban. 

Salah satu caranya berupa pemberian dukungan emosional 

agar anak korban merasa tidak sendirian karena diberikan 

perhatian serta terpenuhi segala kebutuhan emosionalnya. 

Selain itu, memberikan pembelaan bagi korban juga dapat 

meningkatkan imunitasnya. Serta konseling dapat menjadi 

tempat untuk korban agar korban dapat mengungkapkan 
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permasalahan maupun hal privasi lainnya mengenai kejadian 

kekerasan seksual yang menimpanya”75 

b. Kemudian, yang kedua membantu dalam pengambilan sampel 

Deoxyribonucleic Acid atau biasa disebut dengan DNA lalu 

memberikan sampel tersebut kepada Lembaga yang konsen terhadap 

molekuler meijman untuk di cek lebih mendalam. Lembaga pemerintah 

tersebut bergerak dalam penelitian molekuler bioteknologi kedokteran 

di bawah Kemenristek Republik Indonesia. Selain itu, DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah mengerahkan petugas yang expert dalam 

kesehatan. Menurut Yohana bahwa : 

“Biasanya pembuktian korban kekerasan seksual bisa 

dilakukan dengan visum terlebih dahulu ke rumah sakit 

maupun klinik yang sudah MOU maupun bekerja sama 

dengan kita, untuk mengidentifikasi lebih jauh apakah 

benar mengalami kekerasan seksual. Selain itu juga, agar 

mengetahui layanan medis apa saja yang dibutuhkan oleh 

korban”76 

3. Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

Pelayanan rehabilitasi sosial ini berupa penyediaan rumah atau 

shelter diperuntukkan bagi anak korban kekerasan seksual serta 

penyediaan sarana prasarana proses rehabilitasi sosial yakni berupa 

shelter perlindungan sosial Anak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial 

Provinsi Semarang. Shelter tersebut merupakan tempat singgah dalam 

kurun waktu yang singkat atau sementara untuk anak korban kekerasan 

seksual. Di shelter aman juga diberikan kebutuhan sehari-hari seperti 

makan dan minum, lalu konseling pemberian motivasi oleh petugas 

shelter. Anak korban yang berada di shelter biasanya akan berlangsung 

                                                           
75  Yohana, Wawancara, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 

8 Agustus 2023 
76 Yohana, Wawancara, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 

8 Agustus 2023 



 

 

selama 1 (satu) bulan bahkan lebih tergantung pada kebutuhan pemulihan 

korban. Selain itu juga, bertujuan untuk menghindari dari pelaku maupun 

orang-orang yang disekitar korban. Shelter tersebut tertutup, tidak ada 

satupun yang tahu kecuali petugasnya. Sebelum anak korban kekerasan 

seksual itu merasa aman dan pulih makan belum dipulangkan ke 

rumahnya. Lalu, di shelter ini kondisi mental serta psikis seorang korban 

sexual abuse distabilkan melalui peran psikolog yang sudah difasilitasi 

oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, setelah selesai 

masa pemulihan, korban dapat berinteraksi kembali dengan dirinya 

maupun lingkungan sekitar.  Yohana juga menjelaskan bahwa : 

“Kita menyediakan juga pelayanan rehabilitasi berupa 

fasilitas rumah aman atau biasa disebut dengan kita Shelter, 

korban kekerasan seksual apalagi anak pasti memerlukan 

tempat aman untuk menghindari pelaku dan orang di 

sekitarnya karena mereka merasa tertekan dan tidak aman. 

Maka dari itu kita taruh anak korban familial sexual abuse di 

shelter, disana juga terdapat petugas shelter yang sudah 

bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memenuhi 

kebutuhannya seperti makan, minum, dan tempat bercerita. 

Selain itu juga, setiap 2 (dua) minggu sekali akan ada petugas 

psikolog yang datang ke shelter untuk menjangkau korban dan 

melihat perkembangan psikis serta mental menggunakan 

media tulisan yang disana terdapat opsi keterangan sesuai 

standar yang telah ditetapkan psikolog untuk diisikan pake 

tulis tangan oleh anak tersebut.”77 

4. Pemberian Berupa Pelayanan Bantuan dan Penegakan Hukum 

Di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan 

kepada korban sexual abuse dengan bantuan aparat hukum guna 

memberikan keadilan bagi anak korban sexual abuse yang mengingkan 
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penuntutan berupa sanksi maupun hukuman terhadap pelaku melalui 

bantuan proses jalur hukum. Menurut Misrin selaku petugas bantuan 

hukum mengatakan bahwa : 

“Salah satu pelayanan yang diberikan oleh kami selaku petugas 

bantuan hukum yaitu membantu dalam proses hukum yang 

melibatkan dari instansi penegak hukum dalam hal ini 

kepolisian serta pengadilan yang bertujuan untuk mencari 

seadil-adilnya dengan pemberian hukuman yang sepadan bagi 

pelaku itu. Karena perbuatannya sudah termasuk kekerasan 

seksual dan sudah tercatat dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan maka harus ditelusuri lebih jauh. Terlebih, 

perlakuan terhadap anak suatu perilaku yang sangat tidak 

memanusiakan manusia, jadi wajar aja kalau korban meminta 

pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Biasanya 

dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, terkait dengan kasus 

kekerasan seksual. Setelah terbukti kebenarannya pelaku 

mengikuti persidangan dengan dibantu oleh aparat penegak 

hukum. Jika dirasa sudah clear maka pelaku diberikan hukuman 

berupa mendekam dijeruji besi atau sel tahanan dan juga uang 

tunai sesuai dengan Peundang-undangan yang berlaku.”78 

5. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan terakhir 

berupa pengkoordinasian Anak korban kekerasan seksual serta 

memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial. 

Menurut Della ketika dalam penanganan anak korban familial sexual 

abuse hal yang diberikan yaitu : 

“Kami memberikan layanan pemulangan setelah seluruh proses 

rehabilitasi selesai dan anak korban seksual dinyatakan telah 

pulih serta semangat kembali untuk tetap optimis dalam 
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melanjutkan kehidupannya. Selain itu, Anak korban juga 

diberikan motivasi sebelum dipulangkan agar tetap waspada 

dan melaporkan kepada kami jika nanti mendapatkan perlakuan 

dari lingkungan sekitar. Hal, tersebut, membuat korban merasa 

mendapatkan perlakuan yang baik untuk dirinya agar menjadi 

pribadi yang jauh lebih baik”.79  

Kemudian ditambahkan juga oleh Rias selaku petugas: 

“Dalam hal pemberian pelayanan pemulangan, juga kita 

melakukan mediasi dalam proses reintegrasi sosial jika pulih 

maka anak korban kekerasan seksual tersebut baru dapat 

dipulangkan, Akan tetapi, tetap ada pemantauan dan 

pengontrolan dari kami terkait kesehatan fisik maupun psikis 

korban. Serta keberlanjutan kasus apakah sudah mencapai 

terminasi ataukah belum itu kita melalui pemantauan bersama 

korban”.80  

D. Hasil Proses Rehabilitasi Anak Korban Familial Sexual Abuse  

Secara umum proses rehabilitasi yang telah peneliti dapatkan melalui 

wawancara yang ada serta proses rehabilitasi berjalan dengan maksimal. 

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut mendapatkan 

apresiasi oleh masyarakat setempat terutama bagi korban. Pencapaian tersebut 

yaitu terdapat perubahan secara kesehatan, tingkah laku, serta hal lain dari 

sebelum ditangani. Keberhasilan proses rehabilitasi tersebut berhasil 

dilaksanakan dengan baik karena dukungan serta kerja sama baik bagi korban, 

keluarga korban, masyarakat, pekerja sosial, psikolog serta konselor, dan 

penegak hukum serta instansi yang mendapatkan rujukan. Adapun terdapat 

hasil dalam rehabilitasi yang meliputi pelayanan dalam bentuk pengaduan, 

pelayanan dalam bentuk pemulihan dari traumatik, pemberian dalam bentuk 
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pelayanan rehabilitasi berupa shelter, pelayanan dalam bentuk  bantuan 

hukum, dan mendapatkan layanan mengantarkan pulang maupun reintegrasi 

soial. Berikut peneliti paparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan 

pada beberapa informan, diantaranya : 

1. Anak korban familial sexual abuse dapat pulih dari trauma dan takut 

 Anak korban familial sexual abuse akan mengalami pada aspek 

biologis maupun psikologis yang sempat mengganggu dalam dirinya. 

Gangguan tersebut dapat membuat perilaku serta bentuk pada anak yang 

berubah terlebih lagi rasa trauma yang berakibat pada gangguan 

kesehatan fisik maupun mentalnya. Anak yang ditangani oleh 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya mengalami rasa 

trauma, takut, cemas, serta selalu mengingat kejadian yang menimpa 

dirinya membuat anak menjadi menangis. Akan tetapi, setelah 

mendapatkan bantuan secara terstruktur dan intensif dari petugas 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang merasakan trauma berat dapat 

disembuhkan secara maksimal seperti halnya yang disampaikan oleh 

Anak korban kekerasan seksual yang berinisial Mawar : 

“Alhamdulillah sekarang aku udah jauh lebih baik dari 

waktu kejadian. Awalnya, sebelum mendapatkan bantuan 

dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah aku ngerasain takut 

dan rasa yang berlebihan mudah menangis, dan bingung 

juga. Lalu ketika melaporkan bersama orang tua ngga lama 

mendapatkan penanganan dari mas dan mba petugas 

membantu aku melalui beberapa program seperti di berikan 

semangat kalau masa depan lebih cerah karena setiap orang 

punya cita-cita untuk dicapainya, hal tersebut membuat aku 

jadi semangat dan rasa trauma dan takut aku hilang”.81 

 

 

2. Anak korban familial sexual abuse mendapakan tempat aman sementara 

                                                           
81 Mawar, Wawancara, Shelter Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 19 Juli 2023 



 

 

 Pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual juga 

dirasakan oleh Anak Korban serta Orang tua atau dalam hal ini 

keluarganya. Berikut pernyataan mereka menyikapi pelayanan tersebut : 

Melati sebagai korban kekerasan seksual mengatakan bahwa : 

“Aku merasa dilindungi oleh mas dan mba petugas yang 

membantu aku untuk menyelesaikan masalah ini. Terus 

juga, aku dikasih tempat sementara untuk tinggal di 

shelter ini dan dikasih makanan, jajan, minum. Terus 

aku juga dikasih kebebasan buat cerita sama petugas 

shelternya. Oh iya, setiap 2 (dua) minggu sekali petugas 

dari psikolog yaitu mba yohana dan mba rias datang 

terus ditanyakan keluhannya sekarang gimana, apa yang 

dirasain. Selain itu, aku juga dikasih buku mewarnai dan 

kertas diary buat sehari-hari yang dikasih sama mba-

mba itu buat diisi. Lumayan, bisa ada yang dikerjain 

karena kalau disini gabut juga gaada handphone. Jadi 

pelayanan yang dikasih bisa membantu saya”.82  

 Kemudian, hal serupa juga dirasakan oleh Badriah (Ibu Mawar) 

mengalami hal serupa dengan anaknya karena mendapatkan perlakuan 

yang baik. Badriah selaku Ibu Mawar mengatakan :  

“Betul apa yang dikatakan oleh Anak saya, sayapun 

merasakan yang sama selaku perwakilan orang tua 

korban kekerasan seksual dari mulai datang ke kantornya 

kemudian mendapatkan pelayanan yang baik lalu anak 

saya diasingkan ke sebuah tempat yang tentunya membuat 

anak saya nyaman dan merasa aman tentunya apalagi 

sebelumnya anak saya mengalami rasa takut dan trauma. 

Tapi, anak saya diberikan tempat yang jauh dari pelaku 
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dan juga orang yang kenal dengan anak saya. Jadi, 

mungkin itu  hal yang bagus tidak ada yang tahu juga. 

Bahkan kami selaku orang tua juga tidak mengetahui 

keberadaan anak saya, kami dipertemukan di Kantor 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak saja tidak 

ngejenguk kesana. Oh iya, terus juga untuk makan sehari-

hari anak saya disana sudah terjamin dan tersedia 

tentunya makanan bergizi untuk pemulihan pikiran anak 

saya.83 

3. Anak korban familial sexual abuse mendapatkan bantuan hukum 

Selain rehabilitasi yang sudah dijelaskan diatas, anak korban 

familial sexual abuse juga menerima pelayanan berupa bantuan penegak 

hukum yang dilakukan untuk pelaku tersebut. Melati yang merupakan 

anak korban kekerasan seksual familial sexual abuse mengatakan bahwa 

pelaku diberikan hukuman. Oleh karena itu, pelayanan ini sangat bagus. 

Melati mengatakan bahwa : 

“Disini juga aku dapet pelayanan yang baik.  Karena aku 

mau si pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan 

tindakan dan perilaku yang sangat kejam kepada aku. Nah, 

di Dinas Perempuan dan Anak ini dibantu. Melalui, proses 

hukum tapi aku ngga mau ikut ketemu dengan pelaku hanya 

diwakilkan sama petugasnya saja. Terus sama petugas 

dibantu untuk pemberian hukuman. Terakhir katanya sudah 

sampai pengadilan. Aku jadi ngerasa lega karena aku 

ngerasa dibantu banget sama petugas dan pelayanannya 

bagus, sesuai juga sama kebutuhan yang aku mau”84 

Begitupun juga dengan Rio selaku ayah korban mengatakan : 
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“Iya betul, saya juga merasakan kelegaan yang sama 

dengan anak saya karena sudah dibantu untuk proses 

hukum terhadap pelaku. Saya lihat, petugas sangat 

kesulitan karena pelaku mempunyai kekuasaan serta relasi 

yang cukup luas. Terlepas dari itu, keluarga saya dengan 

keluarga korban juga masih ada hubungan dekat. Ya, saya 

akuin pelayanan bantuan hukum ini sangat baik bisa 

membantu kami.”85 

Lalu, Misrin selaku petugas dalam pemberian bantuan hukum 

mengatakan bahwa : 

“Ya, kami telah membantu dalam melakukan proses hukum 

bagi pelaku karena atas perbuatannya dalam kekerasan 

seksual pada santrinya. Sehingga, proses hukum yang 

dilakukan ini cukup sulit terlepas dari keluarga korban dan 

keluarga pelaku yang sudah sama-sama mengenal bahkan 

masih satu keluarga. Namun, kami tidak pantang menyerah 

untuk melakukan sesuai dengan prosedur dan dibantu oleh 

aparat kepolisian untuk mengidentifikasi serta 

mengamankan pelaku. Karena jika dari Dinas kami saja 

yang bergerak nanti akan kesulitan. Sedangkan, yang 

memiliki kewenangan penegak hukum salah satunya adalah 

kebijakan aparat kepolisian yang dibantu oleh pengadilan. 

Akan tetapi, semuanya berjalan dengan lancar sekarang 

pelaku sudah tahap berada di pengadilan. Harapannya, 

pelaku segera mendapatkan hukuman yang sepadan. kami 

membantu dalam proses hukum untuk pelaku baik itu 

bentuk litigasi atau bukan, serta melakukan kerjasama 

dengan aparat-aparat hukum seperti pihak kepolisian 

maupun pengadilan. Tidak sampai disitu, kami juga terus 
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mengikuti kasus ini sampai selesai dengan memonitoring 

secara berkala terhadap proses hukum yang kami upayakan 

sampai benar-benar selesai ”86 

4. Korban Mendapatkan Fasilitas Pemulangan dan Mediasi  

Selain itu juga, korban mendapatkan fasilitas berupa pemulangan 

serta pelaksanaan mediasi reintegrasi sosial. Setelah Anak korban 

familial sexual abuse sudah mendapatkan layanan dengan maksimal serta 

dapat dikatakan sudah membaik dari rasa takut dan sudah merasa aman 

baik bagi Anak korban maupun petugas atau tenaga ahli DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah. Maka pelayanan terakhir yakni fasilitas 

pemulangan dan mediasi. Hal tersebut, telah diterima oleh Anak korban 

kekerasan seksual maupun keluarganya.  

Mawar selaku Anak Korban Kekerasan Seksual mengatakan 

bahwa : 

“Awalnya,  aku lebih banyak diam, takut, dan sedih serta 

ngerasa harapan masa depan aku tuh ilang. Terus, aku 

mulai terbuka dengan ibu aku lalu ibu aku sangat prihatin 

dengan keadaan aku pada saat itu. Sehingga, kami 

melaporkan ke Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa 

Tengah untuk mendapatkan bantuan menyembuhkan rasa 

takut biar dapet sembuh. Dan akhirnya aku banyak dibantu 

sama petugas dan juga sampai diberikan tempat yang aman 

agar terhindar dari pelaku dan keluarga pelaku, terus 

dibantu proses hukumunya juga, dan sekarang saya sudah 

dipulangkan. Akan tetapi, dari petugas DP3AP2KB 

Provinsi Jawa Tengah masih melakukan pemantauan serta 

mediasi buat aku dan juga orang tua aku”87  
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Badriyah selaku ibu dari korban juga menambahkan pernyataan 

sebagai berikut : 

“Ya, mungkin bagi sebagian orang melihat hal seperti ini 

sangat wajar. Tapi, saya khawatir bahkan kami selaku 

orang tua juga merasa sangat kasihan melihat anak yang 

mendapat perlakuan buruk yang menimpa kepadanya. 

Tanpa berlama-lama, kami langsung melaporan dan 

mengadu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak. Lalu saya melihat sangat baik 

pelayanannya dan melakukan dengan tulus dan ikhlas. 

Membantu secara tuntas sampe ada proses mediasi untuk 

keluarga juga yang diberikan wejangan agar lebih berhati-

hati lagi terhadap perlindungan untuk anak saya. Lalu, 

tidak hanya berhenti disitu, petugasnya juga terus 

melakukan pemantauan dan juga monitoring seperti 

menanyakan keadaan saya dan juga situasi kondisi yang 

terjadi.”88 

Rias selaku pekerja sosial membenarkan atas pernyataan korban 

bernama Mawar  dan juga Badriyah selaku Ibu korban Kekerasan 

Seksual tersebut : 

“Alhamdulillah, setelah mereka kami berikan penanganan 

dan pelayanan rehabilitasi secara intensif baik dari proses 

pelayanan pengaduan, lalu kami taruh korban di rumah 

aman atau shelter. Korban dapat pulih dari depresi rasa 

takut dan trauma serta sudah mau untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. Awal mula kedatangan Anak 

Korban Kekerasan Seksual beserta orang tuanya ke kantor, 

terlihat bahwa mereka merasa sangat tertekan dan takut. 

Dan itu menurut saya sangat wajar, karena situasi dan 
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kondisi anak korban akibat  tindak kekerasan seksual. 

Tetapi setelah dilakukan pelayanan dan  penanganan 

rehabilitasi yang kami berikan, maka anak yang mengalami 

tidak kekerasan seksual sudah kembali pulih seperti sedia 

kala”89 

Dari beberapa hasil wawancara bersama informan terkait dengan 

pelayanan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi 

Jawa Tengah. Sejauh ini, melalui prosedur pelayanan yang berlaku serta 

hasilnya dapat dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual maupun 

keluarganya yakni dapat memulihkan Anak korban familial sexual abuse 

dari rasa traumanya. Korban mendapatkan pelayanan fisik maupun 

psikis, koban mendapatkan layanan berupa rumah aman atau shelter, 

korban mendapatkan bantuan hukum, dan korban mendapatkan fasilitas 

pemulangan dan mediasi dalam rangka re-integrasi sosial. 

1 

E. Analisis Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak korban 

Familial Sexual Abuse 

1. Pelayanan Pengaduan atau pelaporan  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 menegaskan bahwa 

kekerasan seksual pada anak yang ada di Indonesia harus diatasi dengan 

proses pelaporan kekerasan seksual dengan ketentuan adanya bukti 

pendukung kekerasan seksual, saksi, korban dan pelaku. 90  Proses 

identifikasi dan pelayanan pengaduan dari DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi 

menerima pengaduan, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan melakukan 

investigasi. Waktu tempuh proses pelaporan dilakukan selama 95 menit. 

Menerima rujukan bagi anak korban kekerasan seskual serta dapat 

memberikan wadah kepada anak korban untuk terlibat aktif dalam 

pengambilan keputusan dalam proses rehabilitasi. Terdapat kendala dalam 
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mendeteksi atau menanganu kasus yang tidak melapor dan memastikan 

semua kasus mendapatkan respons untuk cepat ditangani.  

2. Pelayanan Kesehatan 

Dalam proses pelayanan kesehatan hanya diberikan layanan medis 

untuk pemulihan fisik, psikis, pemberian layanan visum, serta 

memfasilitasi pengambilan sampel DNA sebagai upaya dalam membantu 

korban dalam mengenali diri sendiri maupun dalam lingkungan 

bermasyarakat untuk bersosialisasi yang dilandasi pada perilaku serta budi 

pekerti yang baik serta softskill dalam berinteraksi sosial atau disebut 

dengan human relationship dalam menyelesaikan berbagai masalah yang 

dialami korban. 91  Idealnya, Menurut Alfred J. Khan, dalam proses 

pelayanan rehabilitasi dari DP3AP2KB seharusnya memberikan pelayanan 

sampai dengan mencapai kemandirian atau dapat dikatakan sudah pulih 

dan setelahnya perlu adanya cek kesehatan secara berkala.92 

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial 

Pelayanan rehabilitasi sosial sudah sesuai dengan Standar Operational 

Prosedur (SOP) seperti penanganan konseling, bimbingan rohani, serta 

menyediakan rumah aman atau shelter untuk sementara dalam kurun 

waktu 4-14 hari. Dalam proses rehabilitasi, perlu adanya partisipasi aktif 

dengan keluarga terkait dengan integrasi program dalam pemulihan 

terhadap anak korban familial sexual abuse secara holistik atau 

menyeluruh. Proses pelayanan rehabilitasi yang seharusnya diberikan 

menurut Walter A. Friedlander yaitu melalui tahap assesment, intervensi, 

evaluasi, dan terminasi.93 

 

4. Pelayanan Bantuan Hukum  

Pelayanan ini seharusnya, dapat menciptakan kolaborasi lintas sektor 

baik antara lembaga sosial, kesehatan, pendidikan, dan hukum dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan. Terdapat kendala, pada kesenjangan 

                                                           
91 Helen Haris, Social Casework Aproblem Solving Proces, (Bandung:, 1991). 
92 Alfred, Pelayanan Sosial Anak. 1973 
93 Walter, Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial. (Wibhawa 2020) 



 

 

komunikasi yang dapat diatasi dengan memberikan pemahaman terkait 

dengan proses perlindungan dan keamanan jangka panjang, pada proses 

hukum yang dapat mempengaruhi keterlibatan yang kuat dari berbagai 

pihak. 

5. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 

Dalam layanan ini, Anak korban familial sexual abuse mendapatkan 

fasilitas pemulangan dan mediasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2020 pasal 42, dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak 

kekerasan seksual. 94  Seharusnya tidak hanya memfasilitasi proses 

pemulangan saja. proses evaluasi, seharusnya ada dalam pelayanan 

rehabilitasi sosial terhadap anak korban sexual abuse harus dilakukan 

secara terus-menerus melakukan evaluasi dan menyesuaikan pelayanan 

berdasarkan temuan evaluasi. Pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

ketika proses reintegrasi sosial terhadap anak korban familial sexual abuse, 

seharusnya melakukan monitoring terhadap anak korban kekerasan dan 

juga program yang telah diberikan guna kedepannya dapat memberikan 

pelayanan rehabilitasi yang lebih baik. 

 

Melalui analisis ini, ditemukan bahwa program pelayanan rehabilitasi 

terhadap anak korban familial sexual abuse memberikan pelayanan yang baik 

bagi anak korban familial sexual abuse, terdapat beberapa hal yang 

memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan keberlangsungan 

pelayanan. 

 

 

                                                           
94  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 42, Pelayanan Pengaduan Tindak 

Kekerasan Seksual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Asistensi 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Familial Sexual Abuse di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah kesimpulan yang 

didapatkan meliputi : 

1. Secara keseluruhan proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak 

korban familial sexual abuse sudah berjalan sesuai dengan kerangka kerja 

yang ada, diantaranya : 

a. Memberikan layanan kesehatan dalam memulihkan dari rasa takut dan 

trauma untuk anak korban familial sexual abuse. 

b. Memberikan tempat aman sementara untuk anak korban familial 

sexual abuse. 

c. Memberikan fasilitas pemulangan dan mediasi untuk anak korban 

familial sexual abuse. 

d. Memberikan bantuan dalam proses hukum yang bekerjasama dengan 

aparat penegak hukum. 

2. Secara keseluruhan proses pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak 

korban familial sexual abuse dapat berjalan dengan baik, namun terdapat 

beberapa kendala dan kekurangan, diantaranya : 

a. Prosedur pengaduan anak korban familial sexual abuse untuk dapat 

pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh DP3AP2KB Provinsi 

Jawa Tengah yang berbelit 

b. Dalam proses pelayanan rehabilitasi terdapat kendala dalam 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan 

keahlian. 



 

 

c. Ketika anak korban familial sexual abuse dinyatakan telah pulih dari 

rasa takut dan trauma, tidak ada monitoring dan evaluasi kembali dari 

pihak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.  

B.  Saran 

1. Prosedur pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Anak korban familial 

sexual abuse yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 

lebih disederhanakan. 

2. Adanya kendala terkait dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kurang ahli dibidangnya, sebaiknya DP3AP2KB Provinsi Jawa 

Tengah melakukan permohonan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) 

melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 

PPPA). 

3. Pada saat anak korban familial sexual abuse telah selesai dalam 

menjalani proses pelayanan rehabilitasi sosial, seharusnya pihak 

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan lanjutan 

diluar dinas dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat. 
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